
PANGKALPINANG - Pada tahun 2019, ditengah
ketidakpastian ekonomi global, pertumbuhan
ekonomi Provinsi Babel tercatat masih dapat tumbuh
positif meskipun dalam tren yang melambat.

Demikian diungkapkan Kepala Perwakilan Bank In-
donesia (BI) Babel, Tantan Heroika, dalam pertemuan
tahunan Bank Indonesia, di kantor perwakilan BI
Babel, Selasa (10/12/2019).

Ia menyebutkan, pada tahun 2018 pertumbuhan
ekonomi Banga Belitung mencapai 4,45%. Sementara
itu selama 2019, pertumbuhan ekonomi Babel pada
triwulan I, II dan III hanya sebesar 2,82%, 3,47% dan
3,05%.

"Penopang pertumbuhan ekonomi Babel masih
didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi
di tengah kinerja ekspor yang menurun," ujarnya.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian tumbuh
membaik di tengah perlambatan sektor perdagangan
dan terkonstraksinya sektor pertambangan serta
sektor industri pengolahan.

2019, Pertumbuhan
Ekonomi Babel
Melambat

2019, Pertumbuhan Ekonomi Babel Melambat
Pejabat enjoy-enjoy aja..

Mulkan Ingatkan Tugas PNS adalah Melayani
Tugas pemimpin itu amanah
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PANGKALPINANG -
Wakil Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung (Wagub Ba-
bel), Abdul Fatah, menegaskan,
persoalan perselisihan penam-
bangan pasir timah di perairan
Provinsi Babel, akan segera
dituntaskan seiring dengan dite-
tapkannya Peraturan Daerah
(Perda) tentang rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Terpencil (RZWP3K).

Seperti halnya persoalan
penolakan penambangan pasir
timah oleh Kapal Isap Produksi
(KIP) di perairan Matras, Kabu-
paten Bangka, dan beberapa

lainnya yang terjadi di wilayah
Babel.

"Setah kita menyelesaikan
RZWP3K, ini kawasan apa,
sehingga tidak ada tumpang
tindih," tegasnya.

Wagub melihat, usulan dari
masyarakat yang baru masuk
untuk zero tambang adalah di
Pulau Belitung. Sementara di
Pulau Bangka, akan dibagi
sesuai potensi peruntukannya.

"Di Matras, sampai saat ini kami
melihat tataran Pokja, yang ada
elemen masyarakat Belitung
Timur. Kalau ini kita sikapi,
m i s a l n y a

PANGKALPINANG - Wakil Bupati Bangka,
Syahbudin menerima penghargaan Top 30
Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik 2019
se-Indonesia yang diserahkan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo

Wabup Bawa Pulang Penghargaan Top 30
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

ke Hal 11 Kol 5

Harga Komoditas Rendah
Pendapatan Masyarakat Terbatas

Erzaldi: Kasih Kami
Insentif  Beda dengan Jawa

Minta Menperin Buat Kebijakan Hilirisasi Timah
PANGKALPINANG – Erzaldi

Rosman selaku Gubernur Kepu-
lauan Bangka Belitung, kembali
menyampaikan secara permintaan
dan dukungan secara langsung
Pemerintah Pusat terhadap
Pemerintah Daerah (Pemda).

Salah satu permintaan itu, adalah
adanya insentif yang berbeda
terhadap Pemda di luar Pulau Jawa.

“Kalau Bapak (Menteri Perin-
dustrian) mau memajukan industri
di luar Jawa, kasih kami insentif
yang beda dengan Jawa. Kalau
tidak beda dengan Jawa, tetap
sumber daya alam kami dibawa ke
luar,” kata Gubernur dihadapan
Menteri Perindustrian (Menperin)
RI, Agus Gumiwang Kartasasmita,
pada acara Temu ke Hal 11 Kol 1 ke Hal 11 Kol 1

238 Orang Pelamar CPNS  TMS
Salah Pilih Formasi
Tidak Sesuai Kualifikasi Pendidikan
Tes SKD di BKPSDM Provinsi April 2020
SUNGAILIAT - Sejak

ditutupnya pendaftaran CPNS
27 desember 2019 lalu, ter-
dapat 2.909 orang yang men-
daftar di Kabupaten Bangka.
Namun dari total tersebut,
sedikitnya ada 238 orang

dinyatakan tidak memenuhi
syarat (TMS) dan hanya 2.671
yang memenuhi syarat (MS).

Kepala BKPSDMD Bangka,
Baharita mengatakan rata-rata
pendaftar yang TMS tersebut
memilih formasi yang tidak

sesuai dengan kualifikasi
pendidikannya.

"Kebanyakan jurusan yang
dilamar tidak sesuai misalnya
formasi yang dibuka operator
alat berat untuk STM otomotif
tapi yang melamar SMK
perkantoran, SMK bangunan
atau SMA," ungkapnya, Selasa
(10/12/2019).

Selain itu dalam melamar
CPNS melalui ke Hal 11 Kol 5

Wagub: Legalitas Tinggi itu Kita Lakukan

KIP Matras, Tunggu
Perda Zonasi Selesai

ke Hal 11 Kol 5

Jelang Natal dan Tahun Baru
Megawati Minta Maskapai

Tidak Naikkan Harga
PANGKALPINANG -

Menjelang Natal dan Tahun
Baru (Nataru), Dinas Perhu-
bungan (Dishub) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

(Babel) mengingatkan agar
maskapai penerbangan tidak
menaikkan harga tiket hingga
mencapai batas atas.

Hal ini ditegaskan Kepala

Bidang Pengendalian Opera-
sional dan Kebandarudaraan,
Megawati saat menghadiri
rakor bersama pihak terkait
m e n j e l a n g ke Hal 11 Kol 5

Pedagang Ayam Ditemukan
Tewas di Kontrakan

Anak Korban Histeris
PANGKALPINANG -

Kontrakan di Gang Selangat
Satu, Kelurahan Selindung Baru
Pangkalpinang ba'da Maghrib
kemarin ramai kerumunan or-
ang.

Jeri Kuspanan (48), warga
Jalan Senang Hati Sungai Liat
Kabupaten Bangka yang
diketahui sebagai pedagang
ayam di Pasar Pagi Pangkal-
pinang ditemukan tewas ter-
bujur di kamar rumah kontrak-
annya, Selasa (10/12/2019)
sekitar pukul 18.30 WIB.

Korban pertamakali ditemu-
kan oleh isteri yang baru tiba
dari Sungailiat bermaksud
menemui sang suami di rumah

kontrakannya di Pangkal-
pinang.

Ketua RT setempat Budi
Herwandi (50) mengatakan
isteri korban datang mene-
muinya ke rumah lantaran saat
dipanggil tidak ada jawaban
dari dalam rumah.

"Istrinya bernama Yuni,
lantaran pintu terkunci dari
dalam akhirnya kami mem-
buka jendela rumah. Yuni pun
melihat sosok suaminya ter-
bujur lalu diatas kasur, dalam
kondisi terlentang," terang
Ketua RT Budi Herwandi.

Pihaknya kemudian mela-
porkan kejadian tersebut ke
pihak berwajib."Bersama petu-
gas Kepolisan  kami melepas
jendela depan

Rakor bersama pihak terkait menjelang Natal
2019 dan Tahun Baru 2020 di Pangkalpinang,
Selasa (10/12/2019).(foto: istimewa)

Korban terbujur kaku di atas kasur kamar kontrakannya.
(foto: Koko Sadmoko)

ke Hal 11 Kol 5
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PENGUMUMAN
Rencana perubahan susunan peme-
gang saham dan pengurus PT Putra
Tongga Samudra  yang berkedudu-
kan di Kabupaten Bangka Provinsi
Kepulauan Bangka Bel itung dari
pemegang saham dan dewan komisa-
ris yang lama kepada pemegang
saham, direksi, dan komisaris yang
baru. Kepada pihak ketiga yang
berkepentingan dan keberatan dengan
rencana tersebut supaya dapat
menghubungi Direksi Perseroan PT
Putra Tongga Samudra  dalam
jangka waktu 14 hari setelah peng-
umuman ini. Demikian agar menjadi
maklum.

Direksi
PT.PUTRA TONGGA SAMUDRA

Nina Sarjulianto menunjukkan kain cual khas Babel saat  pertemuan tahunan Bank Indonesia Babel, Selasa (10/
12/2019).(foto:Nurul Kurniasih)

Geluti Bisnis Batik Cual,
Nina Sarjulianto Dulang Rupiah

PANGKALPINANG - Jika
kebanyakan istri pejabat me-
milih berdiam diri di rumah
atau mengikuti suami ketika
masih bertugas, berbeda de-
ngan Nina Sarjulianto. Istri
mantan pejabat eselon II Pem-
prov Babel ini, merintis usaha
batik cual dan tetap eksis mes-
kipun suaminya sudah tidak lagi
menjabat.

Di berbagai kegiatan, Nina
tampak eksis memasarkan pro-
duk UMKM yang ia geluti
yakni kain tenun dan batik cual
khas Babel  yang sudah men-
dapatkan Hak Kekayaan Inte-
lektual (HAKI) atau hak paten
dari Kementerian Hukum dan
HAM.

“Kalau dulu, hanya kadang-
kadang saja, karena harus bagi
tugas dampingi bapak, sekarang
saya malah lebih fokus dan
konsentrasi mengembangkan
cual Babel,” ujar Nina kepada
Rakyat Pos, disela-sela per-

temuan tahunan Bank Indo-
nesia Babel, Selasa (10/12/
2019).

Kain yang ia produksi, me-
miliki keunikan tersendiri,
karena memiliki motif yang
berbeda, yakni motif bunga
ketuyut  dan lebah pelawan
serta bermacam motif lainnya
yang bisa menjadi pilihan
konsumen.

“Saya juga sering ikut berbagai
pameran di dalam dan luar
negeri, untuk mempromosikan
kain tenun dari Galeri Destiani
ini,” sebutnya.

Usaha yang sudah ia geluti
beberapa tahun terakhir ini,
kata Nina, mulai dikenal banyak
orang, khususnya pecinta kain
tenun dan kain cual, baik wisa-
tawan dalam negeri, luar negeri
maupun untuk konsumen ma-
syarakat Babel.

“Beberapa instansi juga meng-
gunakan kain kami untuk
seragam, ada juga untuk oleh-oleh

tamu yang datang,” imbuhnya.
Untuk memproduksi kain

tenun klasin dan alat tenun
bukan mesin ini, Nina mem-
pekerjakan sekitar 40 orang
pekerja, dimana dibagi dalam
beberapa divisi.

“Kita ada divisi tenun, itu ada
yang ngerjain batik tulis, batik
dan lainnya, ada juga bagian
jahit sendiri, khusus pakaian
perempuan dan laki-laki, total
sekitar 40 pekerja,” ulasnya.

Tak tanggung-tanggung, dari
usahanya ini, Nina bisa meraup
omzet hingga Rp300 jutaan
setiap bulan, dengan harga
tenun khas untuk sarimbit
(setelan) mencapai Rp10 juta (3
potong kain), sedangkan single
kisaran Rp 2,5 juta.

“Motif ini satu-satunya di
Indonesia, tidak ada campuran,
tekstur langsung cual dan ber-
bahan benang sutra harganya
Rp 10 juta satu set sarimbit,
untuk yang singlenya Rp2,5

juta,” bebernya.
Bahan lainnya, dijelaskan dia,

berbahan kain katun dengan
corak berbeda, dibandrol de-
ngan harga mulai Rp 1,5 jutaan.
Tak hanya memproduksi kain,
Galeri Destiani juga mempro-
duksi pakaian jadi, kisaran Rp
400.000 hingga Rp 1,2 juta.

Pakaian yang didesain oleh
Galeri Destiani ini juga pernah
ikut dalam berbagai ajang
fashion show di tingkat nasional
dan lokal, seperti di pameran
Smesco, Jakarta Fashion Trend
2019 dan festival lainnya.

“Kami juga pernah ikut pa-
meran di Moscow, dan akan
ekspansi juga ke Singapura dan
Malaysia, melalui berbagai ke-
sempatan dan jaringan,” ulasnya.

Nina menyebutkan, selain
karena hobi di bidang fashion,
ia juga ingin memperkenalkan
dan mengembangkan produk
khas Babel di kancah nasional
dan internasional.(nov/10)

BKKBN Babel Terima
Anugerah Zona Integritas WBK
P A N G K A L P I N A N G -

Perwakilan BKKBN Bangka
Belitung (Babel) berhasil meraih
Zona Integritas Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dari
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan RB) di
Birawa Assembly Hall, Hotel
Bidakara Jakarta, Selasa (10/12/
2019). Penghargaan ini dise-
rahkan langsung oleh Menteri
Pan RB Tjahjo Kumolo kepada
Kepala Perwakilan BKKBN
Babel, Etna Estelita didampingi
Inspektur Utama BKKBN.

Etna menegaskan penghar-
gaan ini diraih atas bimbingan
dan motivasi dari Inspektur
Utama BKKBN kepada Kepala
Perwakilan BKKBN seluruh
Indonesia. Dia mengucapkan
rasa terima kasih kepada Men-
pan RB yang telah menye-
rahkan penghargaan tersebut.

“Sejak tahun 2015 kami
(BKKBN Babel-red) sudah me-
rintis untuk mempersiapkan
WBK dan WBBM ini dan me-
mang penghargaan ini tidak
mudah untuk didapatkan.
BKKBN awalnya menyerahkan
SK kepada berbagai perwakilan
BKKBN di daerah dan dari
tahapan yang sudah di SK- kan
itu hanya dua yang lolos men-
dapatkan penghargaan. Peng-
hargaan ini diberikan melihat
komitmen kepala dan pegawai
BKKBN untuk mewujudkan
wilayah bebas korupsi, melalui
reformasi birokrasi dan pe-
ningkatan kualitas pelayanan
publik,”katanya.

“Semoga Perwakilan BKKBN
Babel dapat mempertahankan
penganugerahan ini dan semoga
dapat ditingkatkan ke depan,
semangat menuju Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani.
Semangat dan motivasi untuk
mempertahankan dan mening-
katkan penganugerahan ini, harus
dilaksanakan dengan motto
“Asak Kawa Pasti Pacak” atau
asal mau pasti bisa. “Selalu kom-
pak dan bersinergi selalu asak
kawa pasti pacak,” ingatnya.

Sementara itu, penganuge-

rahan zona integritas WBK dan
WBBM tahun 2019 diberikan
kepada 15 kementerian, lem-
baga pemerintah non-kemen-
terian dan pemerintah daerah.
Penghargaan zona integritas
kepada unit-unit pelayanan
strategis tersebut merupakan
upaya untuk menciptakan
pemerintahan bersih, akuntabel
dan melayani.

Menteri PAN RB Tjahjo
Kumolo pada kesempatan itu
mengatakan pembangunan
zona integritas bertujuan untuk
membangun budaya kerja
birokrasi yang antikorupsi,

berkinerja tinggi dan berkualitas.
“Pembangunan zona integritas
bertujuan membangun pro-
gram reformasi birokrasi serta
membangun percontohan pada
tingkat unit kerja pada instansi
pemerintah sebagai unit WBK
dan WBBM,” kata Tjahjo.

Adapun instansi yang me-
nerima penghargaan tersebut
adalah Kejaksaan Agung RI (55
unit kerja), Mahkamah Agung
(62 unit kerja), Kementerian
Keuangan (149 unit kerja),
Kementerian Hukum dan
HAM (43 unit kerja), Kemen-
terian Perhubungan (12 unit

kerja), Kementerian Perin-
dustrian (6 unit kerja), Ke-
menterian Luar Negeri (8 unit
kerja), Kementerian ATR (7
unit kerja), Kementerian Aga-
ma (5 unit kerja), BPOM (7 unit
kerja), Kemendikbud (10 unit
kerja) dan Polri (42 unit kerja).

Dua kepala daerah yang
menerima penghargaan Zona
Integritas adalah Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan dan
Gubernur Jawa Timur Kho-
fifah Indar Parawansa. Menuju
WBK adalah predikat yang
diberikan kepada satuan kerja
yang memenuhi sebagian besar

program Manajemen Peru-
bahan, Penataan Tatalaksana,
Penataan Sistem Manajemen
SDM, Penguatan Pengawasan
dan Penguatan Akuntabilitas
Kinerja.

Sedangkan menuju WBBM
adalah predikat yang diberikan
kepada satuan kerja yang me-
menuhi sebagian besar program
Manajemen Perubahan, Pena-
taan Tatalaksana, Penataan
Sistem Manajemen SDM, Pe-
nguatan Pengawasan, Pengua-
tan Akuntabilitas Kinerja dan
Penguatan Kualitas Pelayanan
Publik.(nov/10)

Pemprov Intensifkan Sidak Sembako Jelang Natal
P A N G K A L P I N A N G -

Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Babel) meng-
intensifkan kegiatan inspeksi
mendadak sembilan bahan po-
kok, guna memastikan keter-
sediaan dan harga sembako
stabil menjelang Natal dan
Tahun Baru 2020.

“Saat ini stok beras, gula pasir,
daging, cabai, bawang dan
lainnya cukup dan harga masih
stabil,” kata Kepala Dinas Pa-

ngan Provinsi Kepulauan Babel,
Ahmad Damiri di Pangkal-
pinang, Senin.

Ia mengatakan hasil kegiatan
sidak di sejumlah pasar tra-
disional dan moderen di Kota
Pangkalpinang, Kabupaten
Bangka, Bangka Barat dan
Bangka Tengah ketersediaan
sembako dan harga masih stabil
serta permintaan normal.

“Saat ini hanya daging ayam
yang mengalami kenaikan dari

Rp30.000 menjadi Rp33.000
per kilogram, karena per-
mintaan yang mulai mengalami
peningkatan,” ujarnya.

Sementara itu, harga beras,
gula pasir, minyak goreng, telur,
daging sapi dan lainnya masih
bertahan normal.

“Diperkirakan harga sem-
bako jelang Natal dan Tahun
Baru ini tidak akan mengalami
kenaikan tinggi yang akan
memberatkan ekonomi ma-

syarakat kurang mampu dalam
menyambut hari kebesaran
agama ini,” katanya.

Menurut dia meskipun harga
dan permintaan masih normal,
namun pihaknya tetap mening-
katkan kegiatan sidak sebagai
antisipasi kenaikan harga yang
akan memberatkan ekonomi
masyarakat kurang mampu.

“Saat ini tim sedang melakukan
sidak sembako di pasar tradisional
Kabupaten Bangka Selatan,

Bangka Barat dan kegiatan ini
akan dilanjutkan ke Belitung serta
Belitung Timur,” katanya.

Ia berharap masyarakat tidak
melakukan aksi borong yang
akan memicu kenaikan harga
dan inflasi daerah ini.

“Kita pastikan stok cukup,
karena pasokan sembako dari
luar daerah masih lancar bahkan
mengalami peningkatan untuk
memenuhi kebutuhan masya-
rakat,” katanya.(antara)

Kepala Perwakilan BKKBN Babel, Etna Estelita didampingi Inspektur Utama BKKBN usai menerima penghargaan Zona WBK dari Kemenpan RB di
Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12/2019).(foto: istimewa)

Pasar murah yang dilaksanakan Korem 045/Gaya di lapangan SMAN 2
(Smada) Pangkalpinang, Selasa (10/12/2019).(foto: Bambang Irawan)

Korem 045/Gaya
Gelar Pasar Murah
PANGKALPINANG -

Korem 045/Gaya menggelar
pasar murah dalam rangka
memperingati Hari Juang TNI
AD Tahun 2019  di lapangan
SMAN 2 (Smada) Pangkal-
pinang, Selasa (10/12/2019).

Kegiatan pasar murah ini
merupakan kegiatan sosial yang
dilaksanakan oleh Korem 045/
Gaya untuk membantu ma-
syarakat Pangkalpinang dan
sekitarnya dalam memperoleh
bahan kebutuhan pokok atau
sembako.

Danrem 045/Gaya, Kolonel
Inf Dadang Arif Abdurrahman
melalui Plh Kasrem, Letkol Inf

Suhardi mengatakan kegiatan
pasar murah ini diselenggarakan
bertujuan sebagai bagian dari
bakti TNI AD kepada masya-
rakat.

“Kegiatan pasar murah ini
untuk membantu masyarakat
Kota Pangkalpinang, khususnya
dalam hal memperoleh sem-
bako murah,” ujar Suhardi
kepada sejumlah wartawan, di
sela-sela kegiatan ini.

Untuk itu, dia pun berharap
penuh dengan terselenggaranya
pasar murah ini dapat meri-
ngankan beban masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari. (bis/10)

Nakhoda Kapal Diminta
Waspadai Perompak

PANGKALPINANG - Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) Pangkalbalam
meminta nakhoda kapal dan nelayan
mewaspadai perompakan di Perairan
Selat Bangka menjelang Natal dan
Tahun Baru 2020, guna mengan-
tisipasi tindak kejahatan di laut itu.

“Perompak ini terbilang sadis,
mereka tidak segan-segan melukai
dan membuang korbannya di laut,”
kata Petugas Status Hukum dan
Sertifikasi Kapal KSOP Pangkal-
balam, Harlansyah di Pangkal-
pinang, Selasa.

Ia mengatakan menjelang Natal
dan Tahun Baru ini, aktivitas
pelayaran kapal mengalami pening-
katan, karena para pemilik barang
di Pulau Bangka dan Belitung
memperbanyak pasokan serta stok
kebutuhan pokok mengantisipasi
permintaan masyarakat merayakan
hari besar keagamaan umat Kris-
tiani tersebut.

“Dalam bulan ini, kita bersama
Satpolair Polda Kepulauan Babel
berhasil mengungkap dua kasus
perompakan di Selat Bangka,” ujar
Harlansyah.

Menurut dia kejahatan perompa-
kan ini sangat rawan terjadi di Selat
Bangka, karena berdekatan de-
ngan Pulau Sumatera sehingga
pelaku kejahatan di laut ini diduga
orang-orang di pulau tersebut.

“Hasil pengungkapan kasus pe-
rompakan yang ditangani kepolisian,
rata-rata pelaku kejahatan ini berasal
dari Pulau Sumatera,” katanya.

Dia menambahkan para perom-
pakan ini bersenjata api, senjata
tajam untuk melukai korbannya.
Mereka dalam beraksi tidak pilih-
pilih korban, semua kapal yang
melewati perairan Selat Bangka
tersebut menjadi sasarannya.

“Kita bersama kepolisian akan
lebih mengintensifkan patroli di
perairan rawan kejahatan perom-
pakan ini untuk mencegah keja-
hatan ini di akhir tahun ini, mengi-
ngat aktivitas pelayaran kapal
penumpang, barang dan nelayan
yang mengalami peningkatan,”
katanya.(antara)
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SUNGAILIAT - Bupati
Bangka, Mulkan secara resmi
menutup kegiatan pendidikan
dan pelatihan dasar (diksar)
calon pegawai negeri sipil
(CPNS) golongan II dan III di
Hotel Manunggal Sungailiat,
Selasa (10/12/2019).

Pelatihan dasar itu bagi 244
orang yang terdiri dari 182
CPNS golongan III dan 62
golongan II ini dilakukan secara
bertahap yakni dibagi menjadi
tujuh angkatan dimana lima
angkatan untuk golongan III

dan dua angkatan golongan II.
Dalam arahannya, Mulkan

mengucapkan selamat kepada
peserta CPNS yang lulus dan ikut
dalam pelatihan dasar tersebut.
Dengan lulus menjadi  PNS
berarti menunjukkan bahwa
sudah menjadi yang terbaik.

“Seseorang ingin menjadi
PNS atau ASN itu harus me-
ngikuti pendidikan dasar ini. Ini
semuanya adalah yang terbaik
meskipun ada yang lebih baik
lagi, karena dengan lulusnya
CPNS dan lolos menjadi PNS

maka kalian sudah menjadi
terbaik dan nanti setelah di-
lantik barulah menjadi PNS
yang sebenarnya,” ungkapnya.

Mulkan juga mengatakan
bahwa pekerjaan itu harus
dicintai sehingga apa yang
dilakukan nanti akan terlaksana
dengan mudah dan ikhlas.

“Pesan saya cintailah pe-
kerjaan sehingga ada rasa me-
miliki pekerjaan kita karena jadi
PNS sekarang ini tidaklah gam-
pang. Kita sangat dituntut untuk
memiliki pemikiran yang cer-

das dan etos kerja yang tinggi.
Mudah- mudahan CPNS  baru
ini menjadi PNS yang ber-
kualitas. Karena kita meng-
hadapi tantangan yang sangat
berat tanpa kreatifitas dan ino-
vasi jangan harap mendapat
prestasi,” terang mulkan.

Untuk itu, dia mengharapkan
agar ke depan para PNS ter-
sebut mampu untuk mem-
berikan pelayanan yang terbaik
bagi masyarakat. “Tujuan dari
PNS adalah melayani masya-
rakat dengan sebaik-baiknya

jadi bukan hanya mengambil
jabatan semata. Bahkan di an-
tara adik-adik ini juga ada yang
berasal dari luar Bangka demi
mendapatkan pekerjaan PNS di
daerah ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKD-
SDMD Bangka, Baharita meng-
harapkan dengan adanya pela-
tihan dasar tersebut agar ke de-
pan para peserta mampu men-
jalankan tugasnya dengan baik.

“Kegiatan pelatihan dasar ini
bertujuan untuk memberikan
pengetahuan karakter dan me-
miliki kebangsaan dan ke-
pribadian serta etika PNS sesuai
dengan bidang tugasnya agar
mampu melaksanakan tugas-
nya selaku pelayanan masya-
rakat,” ungkapnya.

Seluruh peserta mendapatkan
materi pelatihan selama 511 jam
pelajaran, dengan pemateri dari
pejabat dan widyaiswara Babel,
pejabat Pemkab Bangka, BPKP
Babel, Sekolah Polisi Negara dan
BNN Bangka.

“Dari 242 peserta yang di-
nyatakan lulus setelah meng-
ikuti berbagai tes CPNS, ada dua
peserta yang masih ditunda
kelulusannya dikarenakan be-
lum melaksanakan seminar
evaluasi karena orangtua me-
ninggal dunia,” tambahnya.

Mardianto salah satu peserta
mengaku bersyukur bisa lulus
tes CPNS tahun ini. Dia me-
nyebutkan, lulus CPNS  menjadi
suatu kebanggan tersendiri.

“Kebanggaan bagi saya bisa
mewakili dari teman teman.
Merupakan suatu kebanggan
bisa mengikuti pelatihan ini,
karena secara tidak langsung kita
merupakan putra putri terbaik,”
ungkapnya. (mla/10)

Tutup Diksar CPNS Golongan II dan III

Mulkan Ingatkan Tugas
PNS adalah Melayani

Peringati Hari Juang TNI AD

Prajurit Yonif 141/AYJP
Ikut Donor Darah

SUNGAILIAT - Memper-
ingati Hari Juang TNI AD tahun
2019, prajurit Yonif 141/AYJP
mengikuti kegiatan donor da-
rah yang dilaksanakan di Trans-
mart Pangkalpinang, Selasa (10/
12/2019). Dankipan B Yonif
141/AYJP, Kapten Inf Danu
Winargo saat ditemui di kantor-
nya di Sungailiat menjelaskan
kegiatan donor darah tersebut
merupakan kegiatan yang rutin
dilakukan setiap tahunnya.

“Ini merupakan salah satu
bentuk rasa kemanusiaan yang
dapat kami berikan ke ma-
syarakat yang membutuhkan.
Selain itu, darah yang kita kum-
pulkan mudah-mudahan dapat
membantu ketersediaan kebu-
tuhan darah di wilayah Provinsi
Bangka Belitung,” ungkapnya.

Danu mengatakan jika para
prajurit Yonif 141/AYJP sangat

antusias dalam mengikuti pro-
gram darah karena secara tidak
langsung bisa turut memantau
kondisi kesehatan.

“Mendonorkan darah ini bu-
kan hanya sekedar atau sebatas
memberikan darah, tapi ada
keuntungan yang didapat, salah
satunya kita dapat memantau
kesehatan. Karena sebelum mela-
kukan donor darah, dilakukan-
nya pengecekan kondisi tubuh
terlebih dahulukan,” tuturnya.

Dia berharap hadirnya TNI
bisa memberikan peran bagi
masyarakat dan bisa menolong
warga yang membutuhkan.

“Kita menyelenggarakan ke-
giatan ini juga untuk mening-
katkan rasa persaudaraan antar-
sesama. Kami berharap dengan
setitik darah ini dapat menolong
orang yang membutuhkan,”
pungkasnya. (mla/10)

Razia Stasioner, 55 Pengendara Kena Tilang

SUNGAILIAT -  Polres Bangka
kembali melakukan razia stasioner
(kasat mata-red) kendaraan bermotor

di wilayah hukumnya. Kali ini ke-
giatan tersebut dilakukan di Jalan
Raya Sungailiat-Pangkalpinang atau

persisnya di depan Kompleks Pe-
pabri, Selasa (10/12/2019).

Dalam razia itu, sedikitnya 55
surat tilang dikeluarkan oleh polantas
kepada pengendara roda dua mau-
pun roda empat.

Kasat Lantas Polres Bangka, AKP
Diana Yanmirati mengatakan rata-rata
pelanggaran yang dilakukan oleh
pengendara yakni tidak mengguna-
kan alat keselamatan seperti helm.

“Razia kali ini terpusat pada
pengendara yang tidak mentaati
peraturan berlalulintas seperti tidak
menggunakan helm dan tidak mem-
bawa kelengkapan surat-surat ken-
daraan seperti SIM dan STNK,”
ungkap Diana kepada wartawan
disela-sela razia.

Dia menerangkan, dari 55 pelang-
garan tersebut, pihaknya mengaman-

kan 36 berkas STNK, 11 SIM dan
delapan unit kendaraan bermotor.

“Dari hasil razia kami berhasil mem-
berikan blangko tilang kepada 55 pe-
ngendara sepeda motor yang tidak
mematuhi aturan lalu lintas dan meng-
amankan sebanyak 36 berkas STNK,
11 SIM dan 8 unit ranmor,” jelasnya.

Diana juga mengatakan razia
tersebut dilakukan guna menekan
angka pelanggaran lalu lintas dan
laka lantas khususnya di wilayah
hukum Polres Bangka.

“Kegiatan ini akan terus kami
lakukan guna menekan angka pe-
langgaran lalu lintas dan laka lantas
yang ada dan juga dengan adanya
kegiatan ini bisa memberikan pe-
mahaman kepada setiap pengendara
yang melanggar agar ke depan lebih
baik lagi,” ujarnya. (mla/10)

Razia yang digelar Satlantas Polres
Bangka di depan Kompleks Pepabri,
Kelurahan Kenanga, Selasa (10/12/

2019). (foto: Riski Yuliandri)

Penutupan diksar CPNS Pemkab Bangka golongan II dan III di Hotel Manunggal Sungailiat, Selasa (10/12/2019). (foto: Riski Yuliandri)

Mulai 2020, Pegawai
Diwajibkan Susun SKP
SUNGAILIAT - Peme-

rintah Kabupaten Bangka mu-
lai tahun 2020 mewajibkan
aparatur sipil negara maupun
pegawai honorer menyusun
sasaran kerja pegawai (SKP)
sebagai dasar penilaian kerja.

“SKP diperlukan juga untuk
menjamin obyektivitas pembina-
an PNS dan tenaga honorer yang
dilakukan berdasarkan sistem
prestasi kerja,” kata Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Bangka,
Baharita, di Sungailiat, Selasa.

Ia mengatakan, mulai tahun
depan setiap pegawai wajib
menyusun SKP sesuai dengan
tugas, jabatan, fungsi, wewe-
nang, dan tanggung jawab
dalam organisasi. “Baik ASN
maupun tenaga honorer akan

mendapat teguran dari atas-
annya jika diketahui dalam SKP
yang dibuatnya terdapat ke-
kurangan,” katanya.

Kepala dinas atau pemimpin
organisasi perangkat daerah, ia
menjelaskan, juga bisa mereko-
mendasikan perpanjangan atau
penghentian kontrak kerja te-
naga honorer berdasarkan SKP
yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Pe-
merintah Nomor 46/2011 ten-
tang Penilaian Prestasi Kerja
PNS dan Perka BKN Nomor 1/
2013 tentang Ketentuan Pelak-
sanaan PP Nomor 46/2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja
PNS, PNS diwajibkan menyu-
sun SKP sebagai dasar penilaian
prestasi kerja pegawai. (antara)

Peserta Aktif KB
Capai 83.976 KK

SUNGAILIAT - Peme-
rintah Kabupaten Bangka
mencatat terdapat 83.978 ke-
pala keluarga peserta program
keluarga berencana di daerah
setempat.

Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Beren-
cana Pemberdayaan Perempu-
an dan Perlindungan Anak
(DP2KBP3A) Kabupaten Bang-
ka, Nurita di Sungailiat, Selasa
mengatakan sampai akhir De-
sember 2019 jumlah peserta
aktif  terdata 83.976 KK dari
perkiraan 95 ribu total peserta.

Petugas pendataan mendapat-
kan kendala di lapangan dimana
pada saat dilakukan pendataan
terdapat sejumlah kepala ke-
luarga tidak berada di rumah.
“Saya berharap kepada ma-
syarakat untuk berpartisipasi
memberikan data kepada petu-

gas pendataan sehingga menda-
patkan data akurat,” ucapnya.

Sementara untuk kegiatan
pendataan keluarga tahun 2020
sebagaimana program BKKBN
pusat yang akan dilaksanakan
secara serentak pada Mei 2020
kata Nurita, pihaknya me-
nunggu petunjuk teknisnya.

“Kami masih menunggu pe-
tunjuk teknis dari pemerintah
pusat untuk melaksanakan ke-
giatan pendataan keluarga
tahun 2020,” katanya.

Salah satu tujuan pendataan
penduduk tahun 2020, me-
manfaatkan modalitas data
yang dimiliki atau melakukan
data sharing agar manfaat ke-
giatan tepat sasaran serta ber-
implikasi pada upaya penu-
runan disparitas antar wilayah
dan antar kelompok sosial
ekonomi. (antara)

Prajurit Yonif 141/AYJP mengikuti kegiatan donor darah
yang dilaksanakan di Transmart Pangkalpinang, Selasa
(10/12/2019). (foto: Riski Yuliandri)

Kepala DP2KBP3A Bangka, Nurita bersama Staf Ahli Bupati Bangka
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Surtam (pakai peci).
(foto: antara)



“Kita sudah melakukan ko-
munikasi politik dengan bebe-
rapa partai, mudah-mudahan
dalam waktu dekat ini sebelum
batas waktu pendaftaran PPP
akan menentukan arah politik
pada pilkada Kabupaten Bangka
Tengah,” tuturnya.

Terkait kader yang akan maju
Pilkada Bangka Tengah, Suban-
dri mengatakan pihaknya masih
menunggu arahan DPW dan
DPP PPP. “Terkait kader inter-
nal, kita menunggu hasil survei
internal yang saat ini sedang dila-
kukan,” pungkasnya. (ran/3).
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Bangka Tengah Dapat Penghargaan
Kabupaten Peduli HAM

MD mewakili Presiden untuk
memberikan penghargaan
sekaligus membuka acara
dengan tema ‘Pelayanan Publik
yang Berkeadilan’.

Kabupaten Bateng sendiri
sudah lima kali mendapatkan
penghargaan tersebut sejak
tahun 2014, 2015, 2016, 2017
dan terakhir 2018. Penyerahan
penghargaan dibagi tiga kategori
yakni kabupaten/kota peduli
HAM, kabupaten/kota cukup
peduli HAM, dan kabupaten/
kota yang belum peduli HAM.
Sedangkan Kabupaten Bangka
Tengah secara berturut-turut
mendapatkan predikat Kabu-
paten Peduli HAM.

“Alhamdulillah kabupaten
Bateng telah memenuhi tujuh
indakator penilaian kabupaten/
kota peduli HAM. Adapun
tujuh indikator penilaian kabu-
paten/kota peduli HAM yaitu
pemenuhan hak atas pendi-
dikan, kesehatan, perempuan
dan anak, kependudukan, pe-
rumahan yang layak, pekerjaan,
dan lingkungan hidup yang
berkelanjutan,” ujar Bupati
Bangka Tengah Ibnu Saleh.

Bupati mengucapkan syukur
atas diraihnya penghargaan
tersebut. Menurutnya peng-
hargaan itu merupakan bentuk
komitmen pemda dalam men-
junjung tinggi human right.

“Kita ingin daerah kita tetap
menjunjung tinggi HAM. Kita
selalu melakukan hubungan
baik dengan semua etnis agama
maupun ras yang ada di bangka
tengah,” ungkapnya.

Ia mengaku, selalu melibat-
kan Forum Komunikasi Umat
Beragama (FKUB) dalam setiap
keputusan yang berkaitan ten-
tang keagamaan.

“Jika emang ada aturan yang
menyinggung agama atau ke-
lompok, kita selalu berdiskusi
agar tidak ada yang merasa
terkucilkan atau disamping-
kan,” tukasnya. (ran/3).

Kapolres Bangka Tengah AKBP. Slamet Ady Purnomo saat penerimaan penghargaan WBK dan WBBM diHotel
Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). (foto: tamimi).

Polres Bateng Raih Penghargaan
WBK dan WBBM

KOBA - Polres Bangka Tengah
(Bateng) sukses meraih peng-
hargaan bergengsi tingkat nasional,
yakni peraih Unit Kerja Zona
Integritas Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM) dari
Kementrian Pemberdayaan
Aparatur Negara Reformasi dan
Birokrasi (KEMENPAN-RB).

Penghargaan itu, diterima

langsung oleh Kapolres Bangka
Tengah AKBP. Slamet Ady
Purnomo di Hotel Bidakara
Jakarta Selatan, Selasa (10/12/
2019).

Turut hadir Wakapolda Ke-
pulauan Babel KBP. Slamet
Hadi  Supraptoyo, Msi; Wa-
dansat Brimob Polda Kepu-
lauan Babel AKBP. Edison L
Sitanggang Sik Sh; Kapolres

Bangka Tengah AKBP. Slamet
Ady P. Sik Sh Mh dan Kabag
RBP polda Kepulauan Babel.

“Penghargaan ini untuk
memberikan motivasi dan
apresiasi kepada seluruh
personil Polres Bangka Tengah
atas komitmen terhadap zona
integritas WBK dan WBBM,”
ujar Kapolres Bateng AKBP.
Slamet Ady Purnomo. (ran/3).

Dirut Pertamina Dukung
Pembangunan PLTG di Babel

PANGKALPINANG  -
Direktur Utama (Dirut) Perta-
mina Nicke Widyawati menya-
takan sangat mendukung pem-
bangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Gas (PLTG) di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
(Babel), yang mengedepankan
produk-produk kedaerahan
sebagai sarana pendukung.

Hal itu, terungkap dalam
audiensi antara Gubernur Babel,
Erzaldi Rosman bersama Dirut
Pertamina di Exec Lounge
Kantor Pusat Pertamina,

Jakarta Pusat, terkait Perizinan
Pembangunan PLTG, Senin (9/
12/2019).

Nicke mengatakan, mem-
bangun PLTG mudah, hanya
memakan waktu 8 bulan, tetapi
pembangunan harus ada  izin
IPTL. â€œIjin ini rumit, harus
fokus membuat integrated
share, dimana  1 usaha dida-
lamnya  sudah ada semua,
turunkan import melalui kerja
sama bisnis plane dan  menunjuk
pihak berkompeten dan
berintegrasi,â€  jelas Nicke

didampingi Heru setiawan,
Direktur PIMR, Tajudin Noor
Corsec dan Nina Sulistyowati
Dirut Patra Niaga.

Gubernur Erzaldi menyam-
paikan terima kasih atas duku-
ngan yang diberikan Dirut Per-
tamamina berkenaan dengan
pembangunan PLTG di Babel.

Dirut pertamina sangat men-
dukung sekali apabila PLTG di
bangun di Babel, yang menge-
depanakan produk-produk
kedaerahan sebagai sarana
pendukung,â€  tegas Gubernur

Erzaldi usai audiensi.
Menurut Erzaldi, PLTG ber-

dampak sangat baik untuk
ekonomi Babel, karena dengan
perusahaan-perusahaan meng-
gunakan gas, tentunya sangat
murah, sehingga ekonomi lebih
cepat tumbuh.

Sebelum bertemu Dirut Per-
tamina, Gubernur terlebih dulu
pada Kamis 28 November lalu,
bertemu dengan Menteri ESDM,
Arifin Tasrif, untuk meminta
rekomendasi terkait pembangu-
nan PLTG tersebut. (rell/3).

Gubernur Babel Erzaldi Rosman saat beraudiesi dengan Dirut Pertamina Nicke Widyawati di Exec Lounge Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat,
terkait Perizinan Pembangunan PLTG.(foto: istimewa).

Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh memperlihatkan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM. (foto:
istimewa).

KOBA - Kesekian kalinya
Kabupaten Bangka Tengah
(Bateng) meraih penghargaan.
Yang terbaru, Bangka Tengah
mendapatkan penghargaan

sebagai Kabupaten Peduli Hak
Asasi Manusia (HAM) untuk
penilaian Tahun 2018,
Bandung (10/12/2019).

Penghargaan tersebut dite-

rima Bupati Bateng, Ibnu Saleh
pada  peringatan Hari HAM Se-
dunia ke-71 di Gedung Mer-
deka Bandung. Hadir Men-
kopolhukam Prof. Mahfud

PPP Bateng akan Rapat Internal
Terkait Pilkada 2020

KOBA - Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Kabu-
paten Bangka Tengah dalam
waktu dekat akan menggelar
rapat internal terkait Pilkada
Bangka Tengah dan perbaikan
struktur partai Ka’bah tersebut
dari kepengurusan tingkat DPC,
PAC hingga ranting.

Ketua DPC PPP Kabupaten
Bangka Tengah Subandri meng-
ungkapkan rapat internal itu akan
digelar dalam waktu dekat diikuti
seluruh pengurus PPP Bangka
Tengah mulai dari Ranting, PAC
hingga pengurus DPC.

“Insya Allah dalam waktu dekat
ini kami akan gelar rapat internal
untuk membahas beberapa hal
diantaranya terkait langkah politik
PPP pada Pilkada Bangka Tengah
dan perbaikan struktur kepengu-
rusan mulai dari DPC, PAC hingga
Ranting,” katanya kepada Rakyat
Pos, Selasa (10/12/2019).

Dari rapat internal tersebut
nantinya merupakan langkah
untuk menuju digelarnya
Musyawarah Kerja Cabang
(Mukercab).

“Mukercab ini nanti akan
dibuka langsung oleh Ketua
DPW PPP Provinsi Bangka
Belitung Bapak Amri Cahyadi
beserta pengurus DPW PPP
lainnya. Dalam Mukercab itu
nanti untuk menentukan arah
politik PPP dalam Pilkada
Bangka Tengah,” ucapnya.

Terkait langkah politik PPP
dalam terkait Pilkada Kabu-
paten Bangka Tengah, katanya
PPP Kabupaten Bangka Tengah
tidak melakukan pendaftaran
terbuka, namun melakukan
pendaftaran secara tertutup.

“Kita tidak akan melakukan
pendaftaran terbuka, PPP mela-
kukan secara tertutup dengan
cara melakukan lobi-lobi, tujuan-
nya apa, kita PPP ingin pilkada
di Bangka Tengah Adem ayem
yang sejuk dan bermartabat,
sehingga muncullah pemimpin-
pemimpin yang Arif dan bijak-
sana,” tegas Anggota Komisi III
DPRD Bangka Tengah ini.

Meski begitu, pihaknya terus
melakukan komunikasi politik
dengan beberapa partai politik
dalam menentukan arah politik
PPP pada pilkada Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2020
mendatang.

Subandri
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Aplikasi Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Sepi Pelapor

kasi lapor.go.id dan sms ke 1708 pada
Desember 2016 lalu hingga tahun 2019
ini, tercatat baru 18 laporan pengaduan
yang ditujukan ke Pemkab Beltim.
Bahkan pada tahun 2019 ini saja, hanya
4 laporan pengaduan masyarakat.

Operator SP4N-LAPOR Pemkab
Beltim Darul Shiska mengatakan,
sepinya pengaduan lantaran banyak
masyarakat yang masih ragu untuk
menggunakan aplikasi LAPOR.

Padahal, menurutnya kerahasiaan
pelapor terjamin dan laporan akan
langsung ditanggapi.

“Di aplikasi lapor itu, ada fitur ano-
nimus. Artinya, pelapor tidak perlu
menyebutkan namanya bahkan dapat
disembunyikan. Pengaduan yang dila-
porkan pun harus ditanggapi minimal
3 hari sejak adanya laporan,” jelas
Darul.

Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan
Pelayanan Publik, Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Beltim itu mene-
kankan jika organisasi perangkat daerah
yang diadukan tidak menanggapi, maka
sangsi dapat diberikan. Mengingat
aplikasi dipantau langsung dari Kemen-
terian Pendayagunaan Aparatur Nega-
ra dan Reformasi Birokrasi, Ombuds-
man RI serta Kantor Staf Presiden.

“Tiga lembaga pusat yang mengelola
ini, tiga hari tidak ditanggapi, maka akan
merah raport kita. Makanya kita selalu
memantau terus respon dari OPD yang
dilaporkan,” ungkap Darul.

Selain itu, menurut Darul, masyarakat
banyak yang lebih suka mengadukan
pelayanan publik melalui grup-grup
media sosial karena lebih dianggap
mudah. Ke depan aplikasi SP4N-
LAPOR akan dilengkapi dengan fitur
media sosial, sehingga akan memu-
dahkan pelaporan masyarakat.

“Ke depannya kita akan serahkan ke
Bidang Informasi dan Komunkasi Publik
Diskominfo untuk membuatkan fitur-
fitur tambahan ini. Sekaligus tahun depan
merekalah yang akan menangani pela-
poran aduan masyarakat,” kata Darul.

Darul pun menghimbau agar ma-
syarakat Kabupaten Beltim terus meng-
gunakan aplikasi LAPOR. Mengingat
bukan hanya masalah pelayanan di
tingkat Kabupaten Beltim saja yang
diurusi namun seluruh pelayanan pe-
merintah kepada pusat.

“Mau soal kelangkaan BBM, gas elpiji,
BPJS dan lain sebagainya yang ber-
hubungan dengan pelayanan peme-
rintah bisa diadukan di sini. Kita juga
akan terus mensosialisasikan ke ma-
syarakat, biar banyak yang meng-
gunakan aplikasi ini,” ujar Darul.

Mulai dari masalah sampah, keter-
tiban masyarakat, pencemaran ling-
kungan hingga maraknya penggunaan
rokok elektrik vape di lingkungan
perkantoran pemerintah jadi bahan
aduan masyarakat. Seluruh pengaduan
sudah ditanggapi dan mendapat respon
yang baik dari OPD. (yan/kmf/3)

Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Beltim memperlihatkan eks banner yang berisikan imbauan untuk menyampaikan
Aspirasi dan Pengaduan melalui www.lapor.go.id. (foto: istimewa)

 Sejak 2016 Hingga 2019 Baru 18 Laporan
MANGGAR – Laporan masya-

rakat terkait pelayanan publik pada
Pemkab Belitung Timur pada Sistem
(Apilkasi) Pengelolaan Pengaduan

Publik Nasional (SP4N) dan Layanan
Aspirasi dan Pengaduan Online Rak-
yat (LAPOR) sepi pelapor.

Sejak diluncurkan penggunaan apli-

Kapolda Dorong Kapolres Berinovasi dan Berkarya
 Ingatkan Personil Basel Harus Netral

TOBOALI – Kapolda Bangka
Belitung Brigjen Pol Anang Syarif
Hidayat mendorong Kapolres Bangka
Selatan (Basel) AKBP Ferdinand Su-
warji untuk terus berinovasi dan
berkarya dalam melaksanakan tugas-
nya sebagai pemimpin wilayah Polres
Basel. Polres Basel tak harus menunggu
bantuan untuk berkarya.

Tetapi, bagaimana meningkatkan
kinerja dengan terus berinovasi dengan
apa yang sudah ada. Demikian di-
katakan Anang kepada wartawan di
sela sela kunjungan kerja ke Polres
Basel Selasa (10/12/2019).

“Saya mendorong Kapolres Basel
terus berinovasi dan berkarya, bagai-
mana dengan sistem yang sudah ada
menghasilkan karya dan invoasi, buat
anggota semakin bersemangat dalam
bekerja dan tidak bosan,” ujarnya.

Anang menyebutkan kunjungannya
ke Basel ini, adalah kunjungan rutin
dirinya sebagai pejabat baru Kapolda
Babel. “Dengan kunjungan ini, kita
diskusi, sharing bagaimana menyelesai-

kan masalah yang terjadi, saya menge-
cek bagaiman personil serta sarana dan
prasarana di sini,” imbuhnya.

Di sisi lain, Anang megingatkan agar
seluruh personil Polres Basel harus
netral memasuki tahapan Pemilihan
Kepala Daerah Serentak tahun 2020
di Bangka Selatan. Hal ini untuk
menjaga tahapan pengamanan Pilkada
berjalan dengan aman.  “Basel ini salah
satu kabupaten yang akan melaksana-
kan Pilkada, saya ingatkan seluruh
personil harus netral, lakukan peng-
amanan yang professional agar Pilkada
berjalan aman dan lancar,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam sambutannya,
ia mengajak seluruh Forkopimda
serta seluruh elemen masyarakat
untuk terus bersinergi dan bersama
sama menjaga kamtibmas di Bangka
Selatan agar tetap kondusif.

“Mari jaga silaturahmi, jaga ke-
rukunan. Kalau semua sudah rukun,
Insya Allah semua masalah akan
mudah diselesaikan,” kata Anang.

Sementara itu, Wakil Bupati Basel

Riza Herdavid mengucapkan terima
kasih atas kehadiran Kapolda Babel ke
Basel. Riza bersyukur di Negeri Junjung
Besaoh tidak ada persoalan kamtibmas
yang cukup berarti. Tentu semua ini,
berkat kinerja dan sinergisitas antara
Polres Basel bersama seluruh stake
holder dan elemen masyarakat di Basel.

“Kami ucapkan terima kasih atas

kunjungan Bapak. Basel siap bersinergi
dengan Polres Basel dan Polda Babel
guna mewujudkan kamtbimas yang
kondusif. Dan Alhamdulillah di Basel
secara umum kondisi kita cukup
kondusif, tentu ini berkat kinerja Pak
Kapolres Basel bersama personil de-
ngan bersinergi dengan seluruh elemen
masyarakat,” tegas Riza. (raw/3)

Kapolda Babel Brigjen Pol Anang Syarif Hidayat foto bersama unsur Forkopimda dan
stakeholder yang ada di Bangka Selatan. (foto: dedy)

Korem 045 Gaya
Sumbang 54 Kantong

Darah ke PMI
 Dalam Rangka Hari Juang

TNI AD 2019
PANGKALPINANG - Ko-

rem 045 Garuda Jaya (Gaya),
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Babel), berhasil me-
nyumbangkan sebanyak 54
kantong darah kepada Pa-
lang Merah Indonesia (PMI).

Darah sejumlah itu, di-
kumpulkan Korem 045 Gaya,
istri Anggota TNI, HIPAKAT,
POLRI, Bhayangkari, Pega-
wai Trans Mart, masyarakat,
dan Pemuda Pancasila, me-
lalui aksi donor darah dalam
rangka Hari Juang TNI AD
2019, yang diselenggarakan
di Trans Mart, Pangkalpi-
nang, Selasa (10/12/2019).

Pasiter Kodim 0413 Bang-
ka, Kapten Eddi menjelaskan,
TNI AD sengaja mengadakan
kegiatan donor darah yang
pertama kalinya di muka
umum, bekerja sama dengan
PMI Provinsi Babel dan PMI
Kota Pangkalpinang.

“Darah yang terkumpul
sebanyak 54 kantong. Ke-
giatan ini kita laksanakan
mulai Pukul 08.00-13.00 Wib.
Kegiatan ini sangat bagus.
Kita ingin merubah sistem
kegiatan, jangan di markas
besar saja, sesekali kegiatan

donor darah di muka umum,
supaya masyarakat tahu
pentingnya donor darah,
sekaligus mengenal tugas
TNI, selain menjaga ke-
amanan,” ujar Pasiter 0413
Bangka, Eddi.

Sementara itu, di tempat
terpisah Sekretaris PMI Ba-
bel, Mardani mewakili Ketua
PMI Babel,  Abdul Fatah
menyampaikan apresiasi
kepada Korem 045 Gaya
yang telah berkontribusi
secara nyata dalam aksi
donor darah.

Mardani berharap, melalui
kerja sama Korem 045 de-
ngan PMI Provinsi Babel dan
PMI Kota Pangkalpinang ini,
diharapkan dapat menambah
persediaan darah untuk me-
menuhi kebutuhan darah bagi
masyarakat Babel.

Ia juga berharap sembari
mengajak instansi atau orga-
nisasi lainnya, dapat mela-
kukan hal serupa seperti
yang dilakukan oleh Korem
045 Gaya, dalam rangka
menolong sesama yang
membutuhkan, khususnya
berkenaan dengan kebutuhan
darah. (rinaldi/3)

Personil TNI AD
saat akan diambil
darahnya oleh
Petugas Donor
darah dari PMI
Pangkalpinang.
(foto: ist/rinaldi)

 Dari Menkumham, Urutan Pertama

Kali Ketiga, Babel Raih Penghargaan Aksi Peduli HAM

PANGKALPINANG – Kali
ketiga, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Babel) meraih
Penghargaan Aksi Peduli Hak
Azasi Manusia (HAM) dari
Menteri Hukum dan HAM RI,
Yasonna H. Laoly.

Penyerahan Penghargaan
bagi Babel sejak 2017, 2018 dan
2019, bersamaan dengan Per-
ingatan Hari HAM Sedunia itu,
berlangsung di Gedung Mer-
deka,  Bandung, Jawa Barat,
Selasa (10/12/2019).

Penghargaan Provinsi Peduli
HAM 2019 yang sabet Babel,
setelah melaui proses penilaian
oleh Akademisi, LSM dan Di-
rektorat Jenderal HAM, dengan
kriteria dan 83 indikator. Dan
untuk tahun 2019, Provinsi
Babel menjadi yang terbaik,
dari  provinsi, kabupaten /kota
lainnya di Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM,
Yasonna H. Laoly menjelaskan,
kriteria Peduli HAM adalah
Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota yang mening-
katkan peran dan tanggung-
jawabnya dalam penghormatan,
pemenuhan, perlindungan, pene-
gakan, dan pemajuan HAM.

Dari 34 Provinsi dan 514
Kabupaten /Kota di Indonesia,
dipaparkan Menteri Yasonna,
tercatat 432 Kabupaten/kota

yang telah berpartisipasi me-
nyampaikan data capaian ter-
kait pemenuhan hak dasar yang
telah dilaksanakannya.

“Dari jumlah partisipasi ter-
sebut, sebanyak 272 Kabu-
paten/Kota meraih Peduli
HAM, dan yang masuk kate-
gori Provinsi, Kabupaten/Kota
cukup Peduli HAM sebanyak
62 persen,” ujar Yasonna.

Atas hal tersebut, dikatakan
Yasonna, Indonesia kembali
mencatatkan prestasi di pentas
Internasional, dengan terpilih
kembali sebagai Anggota De-
wan HAM Perserikatan Bangsa
Bangsa Periode 2020 – 2022.

Sementara itu, Menko Pol-
hukam RI, Mahfud MD dalam
sambutannya mewakili Presi-
den RI mengatakan, penegak-
kan HAM jangan dilihat soal
penegakan semata, sejak refor-
masi sudah banyak kemajuan
dalam pembagunan HAM di
Indonesia, hak- hak politik
seperti penguatan demokrasi,
kebebasan pers, kemandirian
partai politik, penguatan  DPR
dan meluasnya kekuatan civil
society bisa ditunjuk sebagai
bukti. Sedangkan sebelum re-
formasi  pengekangan terhadap
HAM  sangat hegemonik.

“Penghargaan Peduli HAM
bertujuan memotivasi Peme-

rintah Daerah baik tingkat Pro-
vinsi maupun Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan perlin-
dungan, penegakan, dan pe-
majuan HAM,” ungkap Mahfud.

Gubernur Babel, Erzaldi Ros-
man diwakili Kepala Biro Hu-
kum Setda Babel, Maskupal,
yang turut hadir menerima
Penghargaan Peduli HAM me-
ngatakan, Penghargaan yang
diterima Babel kali ini, adalah
Penghargaan Aksi Peduli HAM.

“Artinya, Provinsi Babel
sudah tiga kali mendapatkan
pengharaan yang sama. Namun
untuk tahun ini, Babel berada
di urutan pertama Provinsi
Penerima Penghargaan Aksi
Peduli HAM. Tentu kitasangat
senang atas penghargaan yang
diberikan ini,” kata Maskupal.

Maskupal menjelaskan, ada
lima penilaian yang diberikan
sehingga Babel menerima Pe-
nghargaan Aksi Peduli HAM:
1) Normanisasi rancangan
produk hukum daerah; 2)
Pemantauan dan penyelesaian
perkara; 3) pengelolaaan dan
pemerataan distribusi (sebaran)
jumlah guru di daerah; 4)
penyediaan ruang anak me-
nyususi; 5) pelayanan, pena-
nganan, dan tindak lanjut peng-
aduan masyarakat terkait pe-
ngaduan perempuan, anak,
penyandang dissabilitas, ma-
syarakat adat, dan komplik

lahan. Diterimanya Penghar-
gaan Aksi  HAM Kabupaten/
Kota Peduli HAM tahun 2019,
menurut Maskupal, tidak lepas
dari peran Pemprov Babel,
yaitu pembinaan kepada kabu-

paten/ kota secara kontinyu.
“Di tahun 2019, Provinsi

Babel mendapatkan urutan
Pertama Penghargaan Aksi
Peduli HAM, sedangkan tahun
2018, Babel berada di nomor

2,” tambah Maskupal.
Maskupal mengucapkan teri-

ma kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan du-
kungan, sehingga Provinsi Babel
berada pada urutan Pertama

Penghargaan Aksi Peduli tahun
2019. “Tentunya kerja sama
dengan Kanwil Kumham Babel
kita tingkatkan lagi, sehingga
Babel lebih baik lagi ke depan,”
tutup Maskupal. (rell/3)

Kepala Biro Hukum Setda Babel, Maskupal
memperlihatkan Penghargaan Aksi Peduli HAM yang

diterima Babel dari Menkuham. (foto: ist/hasan)
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Erick Thohir
ke Singapura, Yakinkan

Investor Global

JAKARTA - Menteri BU-
MN Erick Thohir berangkat ke
Singapura, Selasa (9/12), dalam
rangka meyakinkan investor
global bahwa BUMN Indonesia
berada di jalur yang benar.

“Bapak Menteri BUMN Eri-
ck Thohir berangkat ke Singa-
pura untuk melakukan per-
temuan-pertemuan penting da-
lam rangka meyakinkan investor
global, pasar internasional, dan
semua pihak penting lainnya
bahwa kita berada pada jalur
yang benar di BUMN,” ujar Staf
Khusus Menteri BUMN Arya
Sinulingga di Jakarta.

Arya mengatakan bahwa
agenda Menteri BUMN sangat
padat di Singapura, mengingat
Erick harus bertemu dengan
banyak pihak penting di sana.

“Bapak Menteri BUMN Eri-

ck Thohir dijadwalkan berte-
mu dengan pihak-pihak pen-
ting antara lain bertemu dengan
Menteri Perekonomian Singa-
pura, lalu 40 investor terbesar
di dunia, di mana salah satunya
Grup Nomura, dan pihak-
pihak lainnya,” katanya dalam
seminar “BUMN Going Glo-
bal–Strategy & Action Plan”
yang digelar Lembaga Manaje-
men FEB Universitas Indonesia.

Sebelumnya Menteri BUMN
Erick Thohir dan Menteri Ke-
uangan Sri Mulyani terbang ke
Uni Emirat Arab (UEA) untuk
menjalin beberapa kerja sama
dalam upaya menekan impor
minyak dan gas bumi (migas).

Menteri BUMN Erick Thohir
mengungkapkan negosiasi antara
Pertamina dan Abu Dhabi Na-
tional Oil Company (ADNOC)
dapat menghasilkan kerja sama
saling menguntungkan.

Erick mengatakan bahwa
dirinya belum mengetahui nanti
bentuk investasi Indonesia
dengan Uni Emirat Arab seperti
apa, mengingat negosiasi saat ini
masih berjalan. Negosiasi antara
Pertamina dan ADNOC ter-
sebut merupakan salah satu
upaya untuk menekan impor
migas, yang sudah memberat-
kan arus kas pemerintah.

Selain itu, negosiasi tersebut
merupakan upaya pengembang-
an BUMN baik di tingkat nasional
maupun internasional. (ant)

OJK: Jiwasraya akan
Diselamatkan Anak Usaha

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan
menyebutkan bahwa PT Asuransi
Jiwasraya (Persero) akan diselamatkan
oleh anak usaha yang baru dibentuk
yakni  Jiwasraya Putra yang sudah
diberikan konsesi untuk menangani
asuransi beberapa perusahaan BUMN.

“Jiwasraya Putra akan menarik
investor karena ini bisnisnya sudah ada
sehingga dari hasil itu nanti bisa untuk
top up cashflow (menambah kas),” kata
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh
Santoso di Jakarta, Selasa (9/12).

Menurut dia, cara tersebut merupakan
satu dari dua skenario penyelamatan

asuransi BUMN tersebut yang saat ini
mengalami kesulitan kas dalam mem-
bayar klaim nasabahnya.

Wimboh berharap upaya tersebut bisa
mengatasi kesulitan modal bagi Jiwa-
sraya dalam jangka pendek.

Skenario kedua, lanjut dia, untuk
mencari solusi  jangka panjang yang
sedang dibicarakan oleh pemerintah
dalam hal ini Kementerian BUMN.

Ia mengharapkan ada program jangka
menengah-panjang yang diperlu dibuat
untuk memperkuat bisnis Jiwasraya.

Persoalan Jiwasraya mulai me-
ngemuka pada Oktober 2018 saat ada
laporan dari nasabah yang membuat
perusahaan BUMN itu terpaksa menunda
pembayaran kewajiban polis jatuh tempo.

Keterlambatan pembayaran polis jatuh
tempo itu terdapat di produk bancas-
surance yang nilainya mencapai Rp802
mi liar. Sebelumnya, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri
BUMN Erick Tohir untuk menuntaskan
persoalan yang dialami PT Asuransi
Jiwasraya yang dikhawatirkan meng-
alami kesuli tan liku idi tas sehingga
berpotensi gagal bayar.

“Mengenai masalah Jiwasraya, saya
kira akan diselesaikan Menteri BUMN,”
kata Presiden Joko Widodo saat acara
makan siang bersama wartawan di Istana
Merdeka Jakarta, Senin (2/12). (ant)

Presiden Jokowi Soroti Empat
Hal Pembangunan Infrastruktur
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyo-

roti empat hal dalam proses pembangunan
infrastruktur agar dapat mengejar ketertinggalan
pembangunan dari negara-negara lain.

“Pertama saya ingatkan pembangunan infra-
struktur harus difokuskan kepada konektivitas di
sepanjang rantai pasok yang menghubungkan
pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat mulai
dari pertanian, perikanan, perkebunan, industri,
termasuk di dalamnya UMKM (Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah),” kata Presiden Jokowi di
Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut
dalam rapat terbatas (ratas) dengan topik
“Akselerasi Implementasi Program Infra-
struktur”. Ratas itu juga dihadiri oleh Wakil
Presiden Ma’ruf Amin dan para menteri kabinet
Indonesia Maju.

“Sehingga infrastruktur yang kita bangun
betul-betul memiliki dampak pada indeks
logistik perform kita serta memiliki dampak
pada peningkatan daya saing produk-produk
ekspor negara kita,” tambah Presiden.

Hal kedua yang ditekankan Presiden Jokowi
adalah meneruskan pembangunan modernisasi
moda transportasi massal.

“Seperti MRT (mass rapid transportation), LRT
(light rapid transportation), dan juga kereta cepat
terutama di kota-kota besar agar keseluruhan
dari sistem transportasi di kota-kota besar
semakin efisien, ramah lingkungan dan ter-
koneksi secara menyeluruh,” ungkap Presiden.

Penekanan ketiga adalah perbaikan mana-
jemen rantai pasok konstruksi.

“Saya juga minta dilakukan pembenahan
terus-menerus pada manajemen rantai pasok
konstruksi, mulai dari penyiapan SDM, per-

alatan, material, inovasi, teknologi, dan pen-
danaan,” tambah Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, masih ada celah
antara suplai dan permintaan material konstruksi.

“Misalnya kebutuhan aspal sebesar 650 ribu
ton baru terpenuhi 70 persen kemudian
kebutuhan baja 9 juta ton baru terpenuhi 60
persen, artinya kita perlu memperkuat industri
pendukung infrastruktur,” ungkap Presiden.

Presiden juga menegaskan bahwa tidak
mungkin semua infrastruktur dibiayai APBN.

“Oleh karena itu kita tawarkan model
pembiayaan kreatif, baik investing seperti Kerja
Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), lalu
juga Pembiayaan Investasi Non Anggaran
Pemerintah (PINA). Karena itu ekosistem
investasi di seluruh sektor infrastruktur harus
segera diperbaiki sehingga memiliki daya tarik
dan daya saing investasi yang semakin baik,” jelas
Presiden.

Hal keempat adalah perintah Presiden Jokowi
agar BUMN tidak mengambil semua proyek
BUMN.

“Saya ingatkan kembali agar proyek-proyek
infrastruktur semuanya jangan diambil oleh
BUMN. Ini penting digarisbawahi, dari proyek
yang besar-besar sampai kecil-kecil sering kali
bukan hanya melibatkan anak BUMN tapi juga
sampai ke cucu-cucu BUMN,” ungkap Presiden.

Presiden meminta agar BUMN memberikan
ruang lebih luas pada swasta, pengusaha lokal
hingga pengusaha kecil menengah dan tenaga
kerja lokal agar terlibat dalam pembangunan
infrastruktur.

“Saya yakin semangat kolaboratif kita mampu
mengejar ketertinggalan pembangunan in-
frastruktur di tanah air,” tegas Presiden. (ant)

Ekspor Indonesia-
Afrika Terhalang

Pajak Impor
JAKARTA - Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI)
menyebutkan bahwa kegiatan
ekspor Indonesia ke Afrika
tergolong berat karena ter-
halang tingginya pajak impor
yang ditetapkan oleh negara-
negara di benua tersebut.

“Untuk investasi kita banyak
tapi ekspor agak berat karena
tax atau pajak impornya masih
tinggi,” kata Koordinator Ke-
lompok Penelitian Eropa dan
Afrika Dr Ahmad Helmy Fua-
dy di Jakarta, Selasa (10/12),
pada seminar akhir hasil pene-
litian penguatan infrastruktur
diplomasi ekonomi Indonesia di
Pasar Afrika.

Padahal, kata dia, jika pe-
merintah bisa menurunkan
pajak impor akan berpengaruh
besar pada peningkatan ekspor
Indonesia ke Afrika. Saat ini
Indonesia dikenai pajak impor
rata-rata sebesar 15 persen.

“Setiap kali penurunan satu
persen pajak impor maka itu
bisa menaikkan ekspor kita
sekitar 0,9 persen,” kata dia.

Artinya apabila pemerintah
bisa menekan dari 15 persen
hingga nol persen maka Indo-
nesia bisa menaikkan pertum-
buhan ekspor sebesar 13 per-
sen. Hal itu tentunya cukup
signifikan bagi pertumbuhan
ekonomi nasional walaupun
kondisi ekonomi dunia saat ini
tidak begitu stabil.

Meskipun kecenderungan
proteksionisme secara global
sedang menguat ditambah lagi
persaingan untuk menembus
pasar Afrika tergolong ketat,
namun Indonesia diyakini
mampu merealisasikan apabila
melakukan penguatan infra-
struktur dengan membuka ke-
dutaan baru di Benua Afrika
untuk meningkatkan diplomasi

ekonomi. Ditambah lagi In-
donesia memiliki hubungan
sejarah dan ikatan emosional
yang telah terjalin sejak lama.
Kemudian terkait total ekspor-
impor Indonesia ke-54 negara
di Afrika pada 2018 sebesar
10,53 miliar dolar AS.

Berdasarkan data United
Nation Comtrade, ekspor In-
donesia ke Afrika mengalami
penurunan rata-rata sebesar
1,09 persen per tahun selama
periode 2015 hingga 2018.

Oleh karena itu, upaya diplo-
masi Indonesia dengan Afrika
melalui atau membuka ke-
dutaan dan Indonesia Trade and
Promotion Center (ITPC) per-
lu diperkuat.

“ITPC baru ada di Nigeria dan
Afrika Selatan,” katanya.

Periode kedua pemerintahan
Presiden Joko Widodo men-
jadikan penguatan diplomasi
khususnya di pasar non-tra-
disional Afrika sebagai salah
satu prioritas.

Penguatan infrastruktur di-
plomasi ekonomi Indonesia
menjadi penting mengingat
persaingan dalam mempe-
rebutkan pasar Afrika semakin
meningkat. (ant)

YLKI Dorong Tarif Listrik Gratis
untuk Masyarakat Tak Mampu
JAKARTA - Yayasan Lem-

baga Konsumen Indonesia (YL-
KI) mendorong pemberlakuan
tarif listrik gratis untuk masya-
rakat tidak mampu dengan
maksimal kapasitas 30 kwh.

“Di Afrika itu kalau ma-
syarakat kurang mampu diberi
akses listrik gratis dengan ka-
pasitas untuk di bawah 30
kwh,” kata Ketua Pengurus
Harian YLKI  Tulus Abadi
dalam diskusi terkait listrik di
DPR, Jakarta, Selasa (10/12).

Ia menjelaskan kapasitas ter-

sebut cukup jika hanya untuk
penerangan dan menyalakan
televisi bagi  satu keluarga. YLKI
mendorong unsur partai untuk
turut mendorong wacana ter-
sebut agar bisa terwujud.

Menurut Tulus, jika hal ter-
sebut diwujudkan maka bisa
mendidik masyarakat untuk
lebih hemat dalam mengguna-
kan listrik.

Sebelumnya, Anggota Komisi
VII DPR RI Mulyanto meng-
inginkan pemerintah dapat
memverifikasi data pelanggan

listrik yang tersebar di berbagai
daerah agar penyaluran subsidi
listrik bisa benar-benar tepat
sasaran. Mulyanto menyarankan
Kementerian ESDM memper-
baiki data pelanggan, terutama
pelanggan golongan rumah tang-
ga mampu (RTM) 900 WA dan
golongan rumah tangga tak
mampu (RTTM) 900 WA.

Hal itu, ujar Wakil Ketua
Fraksi PKS itu penting dila-
kukan untuk menilai apakah
alokasi subsidi listrik saat ini
tepat sasaran.

Ia mengingatkan bahwa Ko-
misi VII DPR RI menilai ada hal
penting yang perlu dilakukan
pemerintah sebelum membahas
tarif listrik, yaitu verifikasi data
pelanggan, sebab bagaimana
Pemerintah akan mencabut
subsidi listrik jika data pene-
rimanya belum terverifikasi
dengan baik.

“Jangan sampai ada pelang-
gan golongan rumah tangga
tidak mampu yang tidak dapat
menikmati subsidi. Malah se-
baliknya ada golongan yang

mampu malah masih dapat
menikmati subsidi. Itu sebab-
nya kami mendesak Menteri
ESDM untuk mendata kembali.
Karena ini menyangkut ma-
salah keadilan,” tegasnya.

Mulyanto mengaku me-
mang domain eksekutif untuk
menentukan besaran tarif listrik,
namun demikian akan lebih
baik jika sebelum menetapkan
kebijakan yang berpengaruh
terhadap hajat hidup masya-
rakat, eksekutif meminta pen-
dapat legislatif. (ant)



Jokowi Sudah Kantongi
Nama Dewan Pengawas KPK

Kehadiran Dewan Pengawas di
bawah Presiden memang diatur
sebagaimana dalam Pasal 37A,
Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D,
Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal
37G serta Pasal 69A, Pasal 69B,
Pasal 69C, dan Pasal 69D.

Anggota Dewan Pengawas
berjumlah 5 orang Dewan Pe-
ngawas dengan tugas antara lain
mengawasi pelaksanaan tugas
dan wewenang Komisi Pembe-
rantasan Korupsi, memberikan
izin atau tidak memberikan izin
penyadapan, penggeledahan,
dan/atau penyitaan.

Dewan Pengawas dapat
memberikan izin tertulis atau
tidak memberikan izin tertulis
terhadap permintaan izin se-
bagaimana dimaksud paling
lama 1 x 24 jam sejak per-
mintaan izin diajukan.

Berdasarkan pasal 69 D UU
No 19 tahun 2019 tentang
Perubahan UU KPK, disebut-
kan "Sebelum Dewan Peng-
awas terbentuk, pelaksanaan
tugas dan kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi dilak-
sanakan berdasarkan keten-
tuan sebelum Undang-Undang
ini diubah". Dewan Pengawas
juga menerima dan menindak-
lanjuti laporan dari masyarakat
mengenai adanya dugaan pe-
langgaran kode etik oleh pim-
pinan dan pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi atau
pelanggaran ketentuan. (ant)
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Risma Jadi Pembicara Forum Internasional di Turki
SURABAYA - Wali Kota Sura-

baya Tri Rismaharini menjadi
pembicara dalam forum interna-
sional bertajuk International Forum
of Women in Local Governments di
ATO Congresium, Ankara, Turki
pada 11-12 Desember 2019.

"Di sana (Ankara, Turki) saya
bicara apa-apa yang sudah kami
lakukan di Surabaya. Fokusnya
tentang pemberdayaan perem-
puan," kata Wali Kota Risma di
Surabaya, Selasa (10/12).

Risma mengatakan undangan
menjadi pembicara tersebut di-
sampaikan Presiden Turki, Recep
Tayyip Erdogan kepada Duta Besar
RI di Ankara.

Erdogan ingin supaya Wali Kota
Risma yang dinilai berhasil me-
nerapkan program pemberdayaan
perempuan di Surabaya menjadi
pembicara dalam forum yang di-
adakan partai yang didirikannya.

Selain Wali Kota Surabaya ada
pula 17 wali kota perempuan dari
beberapa Negara juga hadir dalam
forum tersebut.

"Pak Dubes (Duta Besar RI)
telepon kalau dia diminta timnya
Presiden Erdogan untuk ngundang
saya bicara di sana. Karena dia ada
forum, itu yang mengadakan par-
tainya Pak Presiden Erdogan, tapi
kaum perempuannya (AK Party
Women's Wing) untuk menjadi
pembicara sebagai pemimpin pe-
rempuan," ujarnya.

Kesempatan menjadi pembicara
di forum Internasional itupun di-
manfaatkan Wali Kota Risma untuk
mempromosikan berbagai hasil
produksi UMKM Kota Surabaya
dengan tujuan supaya orang luar
negeri mengenal lebih jauh tentang
Kota Surabaya dan barang-barang
hasil produksinya.

Menurut dia, dalam setiap forum

Internasional yang diikuti, orang
luar negeri selalu tertarik dengan
barang-barang atau produk UM-
KM yang wali kota bawa, seperti
kue kering dan aneka olahan
minuman.

"Makanya kadang koper saya
banyak. Kalau ada pertemuan
(forum), langsung saya buka, saya
bagi-bagi. Jadi selanjutnya mereka
pesan sendiri, karena di sini (ke-
masan produk) sudah ada alamat-
nya (kontak)," katanya.

Wali Kota Risma mengakui se-
belumnya ia sudah dua kali bertemu
dengan Presiden Turki, Erdogan.
Pertama, ketika menjadi pembicara
di Istanbul Turki, dan kedua di
Markas Besar Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB), New York, Amerika
Serikat.

"Yang pertama waktu saya bicara
di Istanbul, waktu berjuang agar
Surabaya menjadi tuan rumah

Startup Nations Summit 2018. Ke-
mudian kedua, waktu saya bicara
di Markas PBB," katanya.

Dalam forum yang berlangsung
di Markas PBB tersebut, Wali Kota
Risma berada satu panel bersama
Presiden Turki, Erdogan. Saat itu,
Wali Kota Risma sempat ditawari
langsung oleh Presiden Erdogan
untuk diundang menjadi pembicara
dalam rangka perayaan Hari Hak
Perempuan di Turki.

"Saya satu panel dengan Pre-
siden Erdogan. Kemudian saya
iyakan," ujar Wali Kota Risma.

Menariknya, setelah forum di hari
kedua berlangsung, akan ada
penandatanganan naskah kerja
sama antar dua kota dan disaksikan
oleh Presiden Turki, Erdogan yakni
antara Kota Surabaya dengan
Gaziantep City Turki, yang memiliki
kesamaan dipimpin oleh wali kota
perempuan. (ant)

JAKARTA - Tim nasional Indonesia U-22 gagal meraih
medali emas dari cabang sepak bola pada SEA Games 2019,
setelah ditaklukkan 0-3 oleh Vietnam pada pertandingan final
di Stadion Rizal Football Manila, Selasa (10/12) malam.

Garuda Muda tidak memainkan Egy Maulana Vikri sebagai
pemain inti,  dan mereka harus kehilangan Evan Dimas
Darmono pada pertengahan babak pertama laga tersebut.

Kekalahan ini sekaligus menandai kegagalan Indonesia
membawa pulang medali emas SEA Games cabang sepak
bola selama 28 tahun. Sedangkan bagi Vietnam, ini merupakan
medali emas pertama mereka di ajang multicabang olahraga
se-Asia Tenggara. Vietnam juga berhasil "mengawinkan" medali
emas cabang sepak bola untuk kategori putra dan putri.

Kedua tim memulai pertandingan dengan tempo tinggi.
Vietnam memiliki peluang bagus pertama melalui sepakan
voli Ha Duc Chinh yang melebar pada menit ke-15.

Pada menit ke-21 Indonesia harus kehilangan Evan Dimas
Darmono yang pergelangan kakinya terinjak pemain lawan.
Syahrian Abimanyu kemudian dimasukkan pelatih Indra Sjafri,

namun setelah keluarnya Evan, Indonesia kesul itan
mengembangkan permainan. Garuda Muda unggul pengua-
saan bola, tetapi mereka tidak mampu menebar ancaman
nyata ke gawang Vietnam. Vietnam kembali memiliki peluang
bagus saat Van Hau melepaskan tembakan melambung pada
menit ke-35. Gawang Indonesia akhirnya harus kemasukan
tiga menit berselang. Pelanggaran yang dilakukan Asnawi
Mangkualam di sisi kanan pertahanan Indonesia menghasilkan
tendangan bebas bagi Vietnam, yang mampu dimaksimalkan
menjadi gol berkat sundulan Doan Van Hau.

Memasuki babak kedua, pelatih Indra memasukkan Edgy
Maulana Vikri untuk menambah daya gedor Indonesia. Witan
Sulaeman ditarik untuk digantikan Egy.

Vietnam menekan pada awal babak kedua. Keagresifan
mereka berbuah hasil pada menit ke-58. Dari satu skema
serangan, pemain bertahan Indonesia gagal membuang bola
dengan sempurna. Bola kemudian jatuh ke penguasaan kubu
Vietnam, yang diakhiri dengan sepakan keras Do Hung Dung
menembus gawang Nadeo. (ant)

SEA Games 2019
Timnas Raih Perak, Takluk

0-3 Dari Vietnam

JAKARTA - Presiden Joko
Widodo sudah mengantongi
nama-nama anggota Dewan
Pengawas KPK namun belum
mengumumkannya.

"Sudah (final), tapi belum
(diumumkan)," kata Presiden
Jokowi di Jakarta, Selasa (10/
12)  saat menjawab pertanyaan
wartawan yang bertanya soal
nama Dewan Pengawas dan
waktu pengumumannya.

Dewan Pengawas KPK ada-
lah struktur baru dalam tubuh
KPK berdasarkan UU No 19 ta-
hun 2019 tentang Perubahan
UU KPK. Dewan Pengawas an-
tara lain bertugas untuk meng-
awasi pelaksanaan tugas dan
wewenang KPK, memberikan
izin atau tidak memberikan izin
penyadapan, penggeledahan,
penyitaan, menyusun dan me-
netapkan kode etik pimpinan

dan pegawai KPK, menerima
dan laporan dari masyarakat
mengenai adanya dugaan pe-
langgaran kode etik oleh pim-
pinan dan pegawai dan lainnya.

Pasal 69A ayat (l) UU No 19
tahun 2019 tentang Perubahan
UU KPK menyatakan "Ketua
dan anggota Dewan Pengawas
untuk pertama kalinya ditunjuk
dan diangkat oleh Presiden
Republik Indonesia". Dewan

Pengawas rencananya akan
dilantik bersama dengan pim-
pinan KPK periode 2019-2023
pada 21 Desember 2019.

Sebelumnya Menteri Sekre-
taris Negara Pratikno menyata-
kan mantan pimpinan KPK
juga masuk dalam daftar calon
Dewan Pengawas KPK.

"Ya mantan pimpinan masuk
dalam 'list' nama-nama," kata
Pratikno pada 2 Desember 2019.

Survei BNPT: Potensi
Radikalisme Turun

JAKARTA - Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BN-
PT) mengingatkan untuk tidak
lengah meski potensi radikalisme
dari hasil survei nasional yang
dilakukan di 32 provinsi me-
nunjukkan penurunan. "Potensi
radikalisme tahun 2019 secara
nasional mencapai 38,43 pada
skala 0-100," kata Kepala BNPT
Komjen Pol Suhardi Alius di
Jakarta, Selasa (10/12).

Dibandingkan pada 2017
yang mencapai angka 55,12,
kata dia, potensi radikalisme
secara nasional mengalami pe-
nurunan sebesar 16,69 poin.

Hal tersebut dikemukakan
Suhardi saat menyampaikan
hasil Survei Nasional BNPT
2019 tentang "Internalisasi
Kearifan Lokal dan Potensi
Radikalisme di 32 Provinsi".

"Kesimpulannya, terjadi per-
geseran dari kategori 'potensi
sedang' ke 'potensi rendah',"
kata mantan Kepala Divisi Hu-
mas Mabes Polri itu.

Meski demikian, ia men-
jelaskan bahwa penurunan itu
terjadi secara kuantitas, se-
mentara secara kualitas di-
mungkinkan justru mengalami

peningkatan.
"Jadi, biasa demikian. Daerah

rawan kita patroli banyak-
banyak, angka kuantitas akan
menurun. Kalaupun ada, kua-
litasnya meningkat, nekat isti-
lahnya. Ini hukum alam, kalau-
pun muncul berarti dengan
segala risikonya," kata Suhardi.

Oleh karena itu, Suhardi
menegaskan upaya penang-
gulangan terorisme tidak boleh
berkurang, apalagi mandek.

"Bukan berarti rendah, terus
(lengah). Tidak boleh 'under-
estimate'. Harus kita tetap
laksanakan penanggulangan
secara maksimum," katanya.

Survei tersebut dilaksanakan
BNPT berkolaborasi dengan
peneliti Forum Koordinasi
Pencegahan Terorisme (FKPT),
Balitbang Kemenag, dan ber-
bagai "stakeholder" terkait.

Pengambilan sampel dalam
riset itu menggunakan teknik
"multistage cluster random
sampling"' dengan rumah tang-
ga sebagai unit terkecil, dan
pengumpulan data melalui wa-
wancara tatap muka kepada
15.360 responden di 32 pro-
vinsi pada April-Juli 2019. (ant)
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Gerindra Tidak Calonkan Mantan
Napi Korupsi Dalam Pilkada

JAKARTA - Wakil Ketua
Umum DPP Partai Gerindra
Sufmi Dasco Ahmad mene-
gaskan bahwa partainya tidak
akan mencalonkan mantan
terpidana kasus tindak pidana
korupsi sebagai calon kepala
daerah dalam Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) 2020.

“Partai Gerindra kemarin
melalui Ahmad Muzani selaku
Sekjen dan juga juru bicara
partai telah menegaskan sikap

resmi partai adalah tidak akan
mencalonkan mantan napi
koruptor di Pilkada,” kata
Dasco di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Selasa (10/12).

Dia mengatakan DPP Partai
Gerindra telah menginstruk-
sikan kepada seluruh DPD dan
DPC Partai Gerindra untuk
membuka penjaringan calon
kepala daerah.

Namun menurut dia, seleksi
awal di tingkatan DPC adalah
yang paling tahu calon yang
diusung Gerindra dalam kon-
testasi Pilkada.

“Seleksi pertama awal di ting-
katan DPC yang paling tahu,
seleksi pertama adalah mantan
napi koruptor tidak bisa men-
calonkan di Pilkada,” ujarnya.

Selain itu Dasco juga mengo-
mentari terkait Peraturan KPU
(PKPU) Nomor 18 Tahun 20-
19 tentang pencalonan kepala
daerah yang tidak mencan-
tumkan aturan larangan man-
tan terpidana kasus korupsi.

Dia menilai, dalam UU tidak

tercantumkan larangan ter-
sebut sehingga kalau PKPU
mencantumkan aturan tersebut
maka rentan dilakukan uji
materi.

“Karena di aturannya tidak
tercantum sehingga memang
nanti rentan apabila dican-
tumkan dalam PKPU, itu ren-
tan memang di judicial review,”
ujarnya.

Dasco menilai bagaimana
masing-masing partai politik
memenuhi harapan masyarakat
agar ada calon yang integritasnya
benar-benar sudah teruji.

Sebelumnya, KPU membuat
PKPU nomor 18 tahun 2019 ten-
tang Perubahan Kedua atas PKPU
Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Wali kota
dan Wakil Wali kota.

KPU hanya mengatur la-
rangan bagi dua mantan ter-
pidana ikut dalam Pilkada yaitu
bukan Mantan Terpidana ban-
dar narkoba dan bukan Man-

tan Terpidana kejahatan sek-
sual terhadap anak, yang ter-
tuang dalam Pasal 4 ayat H.

KPU menambahkan satu pa-
sal dalam PKPU yang meng-
imbau partai politik untuk
mengutamakan bukan mantan
terpidana korupsi, aturan itu
dituangkan dalam pasal 3A ayat
3 dan 4.

Pasal 3A ayat 3 disebutkan
bahwa Dalam seleksi bakal
calon Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota secara de-
mokratis dan terbuka sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2)
mengutamakan bukan mantan
terpidana korupsi.

Lalu dalam Pasal 3A ayat 4
disebutkan bahwa Bakal calon
perseorangan yang dapat men-
daftar sebagai calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota
diutamakan bukan mantan
terpidana korupsi. (ant)

Sekjen DPD RI Reydonnyzar
Daftar Cagub ke Golkar Sumbar
PADANG - Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) RI Reydonnyzar
Moenek mendaftarkan diri sebagai calon
gubernur ke Partai Golkar Sumbar.

Sosok yang akrab disapa Donny Moenek
tersebut mendatangi Kantor Golkar Sumbar
di Padang pada Selasa (10/12) pukul 15.00
WIB menggunakan kemeja merah disambut
langsung oleh Ketua Tim Pendaftaran dan
Penjaringan bakal calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumbar Partai Golkar Sumbar
Mirwan Pulungan.

“Saya berangkat dengan niat yang tulus
untuk membangun Sumatera Barat dan saya
yakin Golkar Sumbar juga punya niat yang
sama,” kata Reydonnyzar.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai
Penjabat Gubernur Sumbar pada 15 Agustus
2015 hingga 12 Februari 2016 itu, strategi
membangun Sumbar yang akan diterapkan
jika terpilih adalah mengubah tantangan
menjadi peluang.

Ia menyoroti keterbatasan fiskal Sumbar
termasuk kabupaten kota sehingga tidak bisa
membangun daerah hanya mengandalkan
APBD semata dan harus ada terobosan karena
banyak sumber pembiayaan yang tersedia.

“Kuncinya adalah membangun sinergi
antara semua pihak dengan pola komunikasi
yang efektif dengan semua pemangku ke-
pentingan,” kata dia.

Terkait dengan calon wakil gubernur, ia
mengatakan bisa bekerja dengan siapa saja
karena dengan pengalaman sebagai birokrat

sudah terbiasa bekerja sama dengan berbagai
pihak. “Siapa pun wakilnya tidak ada masalah
saya siap bekerja sama dan tahu apa yang akan
dikerjakan,” ujarnya.

Sementara Ketua Tim Pendaftaran dan Pen-
jaringan bakal calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumbar Partai Golkar Sumbar Mir-
wan Pulungan menyampaikan Reydonnyzar
Moenek merupakan orang pertama yang men-
daftar sebagai calon gubernur ke Partai Golkar.

Ia menyebut sepak terjang Donny sudah
diketahui oleh publik Sumatera Barat dan
tidak perlu diragukan lagi kapasitasnya jika
terpilih sebagai gubernur.

Mirwan menyampaikan mekanisme pe-
netapan calon gubernur di Golkar Sumbar
pihaknya akan menyaring semua nama yang
mendaftar kemudian tiga besar akan dikirim
ke DPP Golkar untuk diputuskan.

Terkait dengan Partai Golkar yang harus
berkoalisi dalam mengusung calon gubernur
di Pilkada Sumbar pihaknya mengatakan saat
ini sedang melakukan komunikasi dan pen-
jajakan dengan sejumlah partai mulai dari PDI
Perjuangan, PKB, PAN dan Nasdem.

“Untuk finalnya menunggu pasangan calon
resmi, saat ini kami masih membangun
komunikasi,” kata dia.

Ia juga memastikan Partai Golkar terbuka
untuk semua calon dan pihaknya tidak
menutup diri kepada calon yang bukan kader
partai. “Kami yakin pada Pilgub kali ini calon
yang diusung Golkar akan didukung rakyat,”
kata dia. (ant)

Jokowi: Kartu Pra Kerja Bukan untuk Gaji Pengangguran

JAKARTA - PresidenRI,
Joko Widodo menegaskan pro-
gram Kartu Pra Kerja bukan un-
tuk menggaji pengangguran, na-
mun sebagai bantuan kepada pa-
ra pencari kerja maupun pekerja
aktif dan korban Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) yang
butuh peningkatan kompetensi.

“Terkait implementasi Kartu
Pra Kerja, saya ingin menegas-
kan lagi program ini bukan
menggaji pengangguran, sekali
lagi bukan menggaji pengang-
guran. Ini penting saya sampai-
kan, karena seolah-olah peme-
rintah akan menggaji. Tidak, itu
keliru,” kata Joko Widodo di
Jakarta, Selasa (10/12).

Jokowi menyampaikan hal
tersebut dalam rapat terbatas
(ratas) dengan topik “Akse-
lerasi, Implementasi Program
Siap Kerja dan Perlindungan
Sosial”. Ratas itu juga dihadiri
oleh Wakil Presiden Ma’ruf
Amin dan para menteri ka-

binet Indonesia Maju.
“Kartu Pra Kerja adalah

bantuan biaya pelatihan atau
vokasi untuk para pencari kerja
yang berusia 18 tahun ke atas
dan tidak sedang pendidikan
formal atau untuk pekerja aktif
dan korban PHK yang mem-
butuhkan peningkatan kom-
petensi,” tambah Presiden.

Presiden pun menyampaikan
ada dua tujuan Kartu Pra Kerja.

“Pertama mempersiapkan
angkatan kerja dan terserap
atau menjadi ‘entrepreneur’ dan
kedua meningkatkan kete-
rampilan para pekerja dan
korban PHK untuk ‘reskilling’
dan ‘upskilling’ agar semakin
produktif dan meningkatkan
daya saing,” ungkap presiden.

Presiden pun meminta para
menterinya untuk mempresen-
tasikan mengenai persiapan de-
tail implementasi mengenai
“project management office”.

“Siapa yang akan melakukan

program ini, kemudian kesiapan
‘platofrm’ digital dan alur bisnis
proses sepert apa, ketiga skema
pencairan dana untuk pem-
bayarannya,” kata presiden.

Sedangkan terkait program
perlindungan sosial pada APBN
2020, Presiden Jokowi menge-
mukakan pemerintah telah
menyiapkan anggaran untuk
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) sebanyak 96,8 juta jiwa
penerima bantuan, Program
Keluarga Harapan (PKH) 10
juta keluarga dan juga untuk
Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) sebanyak 15,6 juta
keluarga yang disalurkan lewat
kartu sembako.

“Kartu sembako, keluarga
penerima manfaat dapat me-
milih bahan-bahan sembako
yang lebih beragam karena
jumlah bantuan yang diterima
meningkat dari Rp1,32 juta/
keluarga/tahun menjadi Rp1,8
juta/keluarga/tahun ini perlu

juga dilihat progresnya seperti
apa,” tegas presiden.

Selanjutnya bantuan pendi-
dikan bagi mahasiswa keluarga
tidak mampu yang berprestasi,
pemerintah mengalokasikan
Kartu Indonesia Pintar (KIP)
untuk sebanyak 818 ribu maha-
siswa penerima.

“Saya minta, program-pro-
gram tadi, baik Kartu Pra Kerja,
JKN-KIS, PKH, BPNT segera
bisa dilaksanakan secepat-cepat-
nya dan paling penyaluran kartu
betul tepat sasaran,” ujar Pre-
siden. Diketahui dalam APBN
2020, Presiden Jokowi meng-
usulkan anggaran untuk Kartu
Pra Kerja berkisar Rp7,81 triliun.

Total anggaran untuk akses
digital sebanyak Rp3,98 triliun
dengan target 1,5 juta orang.
Secara rinci, akses digital (skil-
ling/reskilling) terdiri atas ang-
garan pelatihan sebesar Rp2
juta, insentif sebesar Rp500 ribu
per bulan, dan pengisian survei
sebesar Rp150 ribu.

Sementara itu, total anggaran
untuk akses reguler sebesar
Rp3,83 triliun yang terdiri atas
skilling sebesar Rp3,06 triliun
dengan target 400 ribu peserta
dan reskilling sebesar Rp765
miliar dengan target 100 ribu
peserta.

Adapun rincian untuk akses
reguler skilling terdiri atas pe-
latihan sebesar Rp6,1 juta, ser-
tifikasi sebesar Rp900 ribu,
insentif Rp500 ribu per bulan,
dan pengisian survei berjenjang
sebesar Rp150 ribu.

Sementara itu, untuk akses
reguler reskilling terdiri atas
pelatihan dengan anggaran
Rp6,1 juta, sertifikasi sebesar
Rp900 ribu, insentif sebesar
Rp500 ribu per bulan, dan
pengisian survei berjenjang
sebesar Rp150 ribu. (ant)

Akademisi: Tata kelola Pemilu
Simpel Perlu Dipikirkan

PURWOKERTO - Tata kelola pemi-
lihan umum yang simpel perlu dipikirkan
untuk dibuat demi perbaikan penye-
lenggaraan pemilu ke depan, kata Dosen
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) Universitas Jenderal Soedirman
(Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq.

“Saya setuju dengan pendapat Koalisi
Masyarakat Sipil bahwa solusi untuk
memperbaiki penyelenggarakan pemi-
lihan umum bukanlah dengan pemisahan
kembali  pemilu presiden dan wakil
presiden dengan pemi lu legislatif,”
katanya di  Purwokerto, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (10/
12). Sabiq mengatakan hal i tu saat
menjadi pembicara dalam kegiatan
Pelayanan Pers Melalui Diskusi Refleksi
Akhir Tahun “Pemi lu 2019 dan Masa
Depan Demokrasi Indonesia”  yang
digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Banyumas di Aula FISIP
Unsoed Purwokerto.

Oleh karena itu, kata dia, hal-hal yang
perlu d ipikirkan adalah bagaimana
membuat tata kelola pemilu tidak menjadi
rumit ataupun kompleks.

Dengan tata kelola yang simpel, lanjut
dia, beban kerja para penyelenggara
pemilu tidak terlalu berat ataupun tidak
melampaui kapasitas mereka.

“Pemi lu bisa tetap di laksanakan
serentak namun dibuat dengan dua
penyelenggaraan, yakni pemilu serentak
nasional dan pemilu serentak lokal,” kata
pengampu mata kuliah Teori Partai Politik
dan Sistem Pemilu itu.

Dalam hal ini , kata d ia, pemi lu
serentak nasional menyelenggarakan
pemilu presiden dan wakil presiden, DPR
RI, serta DPD RI, sedangkan pemilu
serentak lokal menyelenggarakan
pemi lihan kepala daerah dan pemilu
DPRD. Selain itu, lanjut dia, perlu terus
dicari upaya untuk mengurangi beban
teknis penyelenggaraan pemilu, baik dari
sisi  manajemen penyelenggaraan
maupun teknologinya.

Sementara itu, anggota KPU Kabu-
paten Banyumas Divisi  Sosia lisasi,
Pendidikan Pemi lih, Partisipasi  Ma-
syarakat, dan Sumber Daya Manusia
Yasum Surya Mentari  mengakui ber-
dasarkan pengalaman penyelenggaraan

Pemilu 2019, teknis pemilihan umum
tergolong kompleks. “Hal itu terlihat dari
KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemu-
ngutan Suara) yang overtime work (kerja
lembur, red.). Selain itu, ada kekeliruan
dalam mengadministrasi atau pencatatan
hasil  pemi lu sehingga menimbulkan
sengketa pemilu,” katanya.

Ia mengatakan kerja lembur yang
dilakukan oleh KPPS mengakibatkan
banyaknya anggota KPPS yang meng-
alami gangguan kesehatan dan banyak
pula yang meninggal.

Secara nasional, kata dia, anggota
KPPS yang meninggal dunia sebanyak
469 orang dan yang sakit 4.602 orang.

“Di Banyumas sendiri  tercatat se-
banyak enam anggota KPPS yang
meninggal dunia dan 43 orang yang
sakit,” katanya. Terkait dengan hal itu,
dia mengatakan ada usulan perbaikan
penyelenggaraan pemilu ke depan, yakni
penyederhanaan sistem kepartaian dan
sistem pemilu. Selain i tu, kata dia,
meninjau kembali keserentakan pemilu
dengan dipisahkan lagi antara pemilu
eksekutif dan pemilu legislatif. (ant)

Cakada PKB Tergantung Survei
Langit dan Bumi

BANJARMASIN - Sekretaris
Jenderal Partai Kebangkitan Bang-
sa (PKB) Hasanuddin Wahid me-
ngatakan calon kepala daerah
(Cakada) pilihan partainya pada
Pilkada 2020 tergantung survei
langit dan bumi

“Syaratnya cuma dua di PKB itu
siapa yang dicalonkan sebagai
kepala daerah termasuk di Banjar-
masin ini, satu berdasarkan survei
langit dan kedua berdasarkan
survei bumi,” ujarnya di Banjar-
masin, Kalsel, Selasa (10/12).

Hasanuddin W ahid hadir di
Banjarmasin dalam rangka dialog
interaktif “Tantangan merebut
suara millenial di Pilwakot Banjar-
masin” dan launching buku “Cak

Imin Santri Nasionalis” yang digelar
PKB Banjarmasin di Hotel Roditha
Banjarmasin.

Menurut dia, siapa kandidat yang
memenuhi survei langit dan survei
bumi itu dipastikan didukung penuh
partainya untuk maju di Pilkada
2020. Untuk survei bumi, jelasnya,
terkait popularitas dan elektabilitas
menjadi hal yang utama.

“Kalau berdasarkan survei langit
itu, maunya Gusti Allah itu siapa,”
ujarnya.

Karena partainya ini didirikan
para ulama, pastinya akan meminta
pendapat ulama.

“Kita minta beliau-beliau (ulama)
istikharah, disebut dengan survei
langit itu adalah apa bocorannya

dari langit kita tanyakan kepada
para kiai dan habaib pengetuk pintu
langit,” ucapnya.

Pastinya, rekomendasi para
ulama dan habaib tersebut akan
menjadi menjadi sandaran utama
bagi pilihan partainya untuk meng-
usung calon kepala daerah.

Meskipun, tutur Hasanuddin
W ahid, partainya menginginkan
para kader ikut dalam kontestasi di
Pilkada ini, namun tidak menutup
kader luar partai untuk maju lewat
PKB.

“Semua partai tentunya me-
mentingkan kader, tapi kita ini apa
maunya rakyat, bukan maunya
PKB, kalau nomor satu PKB itu apa
maunya rakyat,” tuturnya. (ant)
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Berakhirnya Era Penindakan KPK Pada 2019?
Winoto pada 29 Juni 2019; 9)
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin
Basirun pada 10 Juli 2019; 10)
Bupati Kudus, Jawa Tengah
Muhammad Tamzil pada 26 Juli
2019; 11) Direktur Keuangan PT
Angkasa Pura II (Persero) Andra
Y. Agussalam pada 31 Juli 2019

12. Anggota DPR Komisi VI dari
fraksi PDI-Perjuangan Nyoman
Dhamantra pada 8 Agustus 2019;

13) Jaksa di Kejari Yogyakarta
dan Surakarta Eka Safitra dan
Satriawan pada 19 Agustus 2019;
14) Bupati Muara Enim, Sumatera
Selatan Ahmad Yani pada 2 Sep-
tember 2019;

15) Direktur Utama PTPN III
(Persero) Dolly Pulungan pada 3
September 2019;

16) Bupati Bengkayang, Kali-
mantan Barat Suryadman Gidot
pada 3 September 2019; 17) Dirut
Perum Perikanan Indonesia Ris-
yanto Suanda pada 24 September
2019 sebesar USD 30 ribu; 18)
Bupati Lampung Utara Agung Ilmu
Mangkunegara pada 6 Oktober
2019; 19) Bupati Indramayu, Jawa
Barat Supendi pada 14 Oktober
2019; 20) Kepala Balai Pelaksana
Jalan Wilayah XII Refly Ruddy
Tangkere pada 15 Oktober 2019.

Jumlah OTT tersebut "berkurang"
dibanding OTT pada 2018 yang
mencapai 30 OTT dengan 31 orang
kepala daerah menjadi tersangka baik
dari OTT maupun pengembangan
kasus. KPK sendiri "tidak" melakukan
OTT sejak 17 Oktober 2019 atau
sejak UU No. 19 tahun 2019 tentang
perubahan UU KPK berlaku.

"Padahal, kita mendekati bulan-
bulan pendaftaran Pilkada 2020,
ada lebih dari 200 pilkada serentak
tapi daerah-daerah tersebut adem
ayem saja. Hal ini berbeda 180
derajat kondisi Pilkada 2018 yang
hampir 30 orang kepala daerah
ditangkap," kata penelitia Indonesia

KPK sudah memproses 127 orang
ke pada 2019. Mereka berasal dari
kalangan anggota DPR dan DPRD
(10 orang), Kepala lembaga/kemen-
terian (2 orang), wali kota/bupati dan
wakil (14 orang), eselon I/II/III (14
orang), jaksa (3 orang), pengacara
(1 orang), swasta (49 orang),
lainnya (32 orang), korporasi (1).

Dari jumlah itu, yang berasal dari
DPR dan DPRD (6), kementerian/
lembaga (42), BUMN/BUMD (17),
pemerintah provinsi (4), pemerintah
kabupaten/kota (51). Berdasarkan
perkaranya, penyuapan tetap men-
jadi kasus terbanyak (97 perkara)
disusul, pengadaan barang dan
jasa (17 perkara), tindak pidana
pencucian uang (3 perkara), pe-
nyalahgunaan anggaran (2 per-
kara), pungutan (1 perkara).

Sedangkan dari asal provinsi,
pemerintah pusat menjadi lokasi
tindak pidana korupsi yang paling
banyak yaitu 52 perkara, disusul
pemerintah provinsi Jawa Timur (29
perkara), Jawa Barat (12 perkara),
Riau dan Kepulauan Riau (11
perkara), dan provinsi-provinsi
lainnya. Sejak Januari - 17 Oktober
2019, KPk mencatat setidaknya 20
Operasi Tangkap Tangan (OTT)
yaitu: 1) Bupati Mesuji, Lampung
Khamam pada 23 Januari 2019

2) Anggota DPR Romahurmuziy
alias Rommy yang juga ketua umum
PPP pada 15 Maret 2019; 3) Gene-
ral Manager Central Maintenance
dan Facilities PT Krakatau Steel
Wisnu Kuncoro pada 22 Maret 2019;
4) Anggota Komisi VI DPR dari fraksi
Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso
pada 27 Maret 2019; 5) Bupati
Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara
Sri Wahyumi Maria Manalip pada 30
April 2019; 6) Hakim di PN Balik-
papan Kayat; 7) Kepala Kantor
Imigrasi Mataram Kurniadie pada 28
Mei 2019; 8) Asisten Pidana Umum
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus

penyitaan. Bagaimana jika Dewan
Pengawas tidak mengizinkan? Siapa
yang mengawasi Dewan Peng-
awas? Namun "berakhirnya" era
penindakan KPK muncul jelas dalam
peringatan Hari Antikorupsi Sedunia
(Hakordia) 2019 yang puncaknya
digelar pada 9 Desember 2019.

Pada acara tersebut capaian yang
ditonjolkan KPK adalah pencegahan
korupsi dan penyelamatan kerugian
negara yaitu sejumlah Rp63,9 triliun.
Jumlah itu berasal dari potensi
penyelamatan berdasarkan hasil
litbang Rp34,7 triliun; optimalisasi
pendapatan daerah dari pajak hotel,
restoran, piutang pajak, fasum, fasos,
sengketa aset sebesar Rp29 triliun
dan gratifikasi uang dan barang
sebesar Rp159,3 miliar.

KPK juga menyebutkan 8 ren-
cana aksi pencegahan korupsi
dengan menjawab permasalahan
korupsi pemerintahan daerah mulai
dari praktik kecurangan dari pe-
rencanaan anggaran hingga peng-
adaan barang jasa, kasus suap dan
pemerasan dalam layanan per-
izinan, maraknya jual beli jabatan
dan kerugian keuangan negara
karena lemahnya sistem pungutan
pajak, tidak jelasnya status ke-
pemilikan aset daerah dan kurang
pemanfaatan teknologi.

Namun, KPK tidak menyebutkan
berapa jumlah OTT yang sudah
dilakukan maupun kasus-kasus
seperti apa yang ditangani KPK.

Padahal, sesungguhnya ma-
salah-masalah di daerah tersebut
mencerminkan 3 besar perkara
tindak pidana korupsi yang ditangani
KPK pada peridoe 2015-2019 yaitu
penyuapan (475 kasus), korupsi
pengadaan barang dan jasa (77
kasus dan tindak pidana pencucian
uang (21 kasus).

Penindakan 2019
Berdasarkan laman kpk.go.id,

Corruption Watch Donal Fariz.
Menurut Donal, masalah politik di

Indonesia tidak tuntas diselesaikan,
banyak dibicarakan soal konsep
meritokrasi maupun tata kelola yang
baik tapi sektor politik menggerogoti
pemberantasan korupsi.

"Tudingan-tudingan luar biasa,
kasus-kasus KPK disebut tidak
tuntas padahal kasus di KPK hanya
50-70 kasus saja sedangkan polisi
dan kejaksaan jumlahnya ribuan,
jauh lebih banyak dari KPK juga tidak
jelas kelanjutannya. Ada standar
ganda di sini," tambah Donal.

Donal pun mengomentari soal
KPK yang disebut mengganggu
investasi, padahal negara-negara
maju dengan tata kelola peme-
rintahan yang baik malah akan takut
berinvestasi ke Indonesia karena
ada biaya-biaya siluman untuk
investasi. "Yang ditangkap peme-
rintah, investasi terganggu dengan
regulasi berbelit lalu dibuat pemang-
kasan aturan omnibus law, tapi tidak
terlihat politik yang korup dan aparat
penegak hukum yang korup, ini
agenda yang tidak dimiliki peme-
rintah bagaimana merevitalisasi
penegak hukum itu sendiri, apa
agenda Presiden memperbaiki polisi
dan kejaksaan? Hal ini tidak pernah
didengar seolah-olah sektor re-
gulasi yang menghambat investasi
padahal penegak hukum juga,"
ungkap Donal.

Dengan berhasilnya revisi UU
KPK, menurut Donal, investor malah
akan lari karena investor hanya
ingin legal certainty atau kepastian
hukum yang tidak akan diperoleh
kalau peradilan dan oknum hakim
disuap serta putusan diperjual-
belikan. "Korupsi sebagai white
collar crime dilakukan orang-orang
intelektual, bukan tidak tahu korupsi
kejahatan, justru mereka memper-
siapkan dengan berbagai cara,
contohnya saja korupsi KTP-e,

helikopter AW dan Petral dilakukan
lintas negara.

Mereka dibantu gate keeper mulai
lawyer profesional, notaris pro-
fesional. Kita dalam situasi political
will untuk kerja pemberantasan
korupsi sangat lemah," ucap Donal.

Pernyataan Donal itu sesung-
guhnya selaras dengan pernyataan
profesor Ilmu Politik National Uni-
versity of Singapore (NUS) Jon S.T.
Quah yang sudah meneliti korupsi
sekitar 40 tahun dan masih mem-
berikan nasihat bagi kebijakan
publkik Singapura.

Quah menyatakan bahwa ke-
inginan politik adalah hal paling
krusial bagi suatu negara untuk
memberantas korupsi. Pembe-
rantasan korupsi harus datang dari
pemimpin teratas yaitu presiden.
Presiden selanjutnya harus me-
nerjemahkan keinginan politiknya
menjadi suatu visi antikorupsi yang
jelas sehingga dapat diukur.

Presiden Jokowi sendiri mengaku
ia ingin mengevaluasi seluruh
program pemberantasan korupsi
yang hampir 20 tahun ini berjalan.
Presiden menyoroti empat hal
pertama perbaikan sistem. Kedua,
rekrutmen politik. Ketiga, fokus pro-
gram pemberatasan korupsi dan ke-
empat perbaikan sistem pasca-OTT.

"Oleh sebab itu saya akan segera
bertemu dengan KPK untuk me-
nyiapkan hal-hal yang saya sam-
paikan baik menyampaikan perbaik-
an sistem, baik rekrutmen sistem di
politik yang ketiga mengenai fokus di
KPK apakah perbaikan di sisi ekse-
kutif, daerah atau sisi pemerintah pu-
sat atau Kepolisian atau Kejaksaan?
Sehingga harus ditentukan fokusnya
sehingga tidak sporadis, evaluasi
sangat perlu," tutur Presiden.

Jadi apakah untuk selanjutnya KPK
hanya berfungsi di pencegahan dan
mengucapkan selamat tinggal pada
penindakan? (ANTARANEWS)

Oleh: Desca Lidya Natalia

wenangan penyadapan yaitu pe-
nyadapan tidak lagi dapat dilakukan
di tahap penuntutan dan penya-
dapan jadi lebih sulit karena ada
lapis birokrasi karena ada 6 tahapan
yang harus dilalui terlebih dahulu
untuk meminta penyadapan dan
terdapat risiko lebih besar adanya
kebocoran perkara.

Keempat, OTT menjadi lebih sulit
dilakukan karena lebih rumitnya
pengajuan penyadapan dan aturan
lain yang ada di UU KPK. Kelima,
ada risiko penyidik PNS di KPK
berada dalam koordinasi dan peng-
awasan Penyidik Polri karena Pasal
38 ayat (2) UU KPK dihapus. Di satu
sisi UU meletakkan KPK sebagai
lembaga yang melakukan koordinasi
dan supervisi terhadap Polri dan
Kejaksaan dalam menangani kasus
korupsi, namun di sisi lain ada risiko
Penyidik PNS di KPK berada dalam
koordinasi dan pengawasan Polri.

Keenam, kewenangan Dewan
Pengawas masuk pada teknis
penanganan perkara, yaitu: mem-
berikan atau tidak memberikan izin
penyadapan, penggeledahan dan

ETUA Ketua Komisi
Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) Agus
Rahardjo mengakui
bahwa 2019 adalah
tahun terberat bagi
institusi penegak hu-
kum tersebut, apa-

lagi pascaberlakunya revisi UU KPK
No. 19 tahun 2019 per 17 Oktober
2019. Persoalan yang timbul dari
penerapan UU No. 19 tahun 2019
tersebut, menurut KPK setidaknya
ada 26 butir. Dari butir-butir tersebut
sejumlah hal yang melemahkan KPK
di bidang penindakan antara lain
pertama Pimpinan KPK bukan lagi
penyidik dan penuntut umum se-
hingga akan berisiko pada tindakan-
tindakan pro justicia dalam pe-
laksanaan tugas penindakan.

Kedua, penyelidik tidak lagi dapat
mengajukan pelarangan terhadap
seseorang ke luar negeri sehingga
berisiko untuk kejahatan korupsi
lintas negara dan akan membuat
para pelaku lebih mudah kabur ke
luar negeri saat penyelidikan ber-
jalan. Ketiga, pemangkasan ke-

K

Mendorong "Daya Gedor" Kabinet Jokowi
memang sudah tidak bisa lagi bekerja
lambat dan monoton. Sementara era
pejabat priyayi juga sudah lama kita
tinggalkan sejak periode pertama peme-
rintahan Jokowi.

Kini tugas menteri hanya lah bekerja
maksimal dengan cepat dan tepat.
Selama programnya baik, maka apresiasi
dan rasa hormat publik akan ditujukan
kepadanya.

Gebrakan Menteri
Gebrakan menteri di era Kabinet In-

donesia Maju menjadi kata kunci yang
harus terus dicermati masyarakat.
Gebrakan yang dinantikan publik tentu
saja bukan gebrakan yang tujuannya
untuk "mencari muka", melainkan ge-
brakan inovatif, yang jelas tujuan dan
manfaatnya serta terukur.

Jika diperhatikan, memasuki bulan
kedua terbentuknya Kabinet Indonesia
Maju, sejumlah menteri telah menyuguh-
kan gebrakan nyata dihadapan publik.

Di sektor reformasi birokrasi, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo,
beserta jajarannya memegang peran
penting memastikan para aparatur sipil
negara adalah pribadi-pribadi pilihan
yang menjadi mesin pemerintah dalam
mewujudkan birokrasi dan pelayanan
publik terbaik.

Kumolo segera melaksanakan amanat
Presiden tentang penyederhanaan
eselonisasi. Bersama Badan Kepa-
gawaian Negara, Kementerian PANRB
juga memastikan rekrutmen pegawai
negeri sipil semakin membaik dari
rekrutmen sebelumnya.

semakin baik dan Indonesia maju.
Namun publik perlu terus ikut ber-

partisipasi mendorong "daya gedor"
kabinet Jokowi agar semakin kuat dan
senantiasa berupaya melaksanakan dan
mewujudkan tujuh amanat tersebut dalam
setiap program kerjanya.

Di tengah pesatnya perkembangan
media sosial, masyarakat dapat dengan
mudah mengawal, menyampaikan as-
pirasi hingga mengkritisi berbagai
kebijakan pemerintah. Pemerintah
bahkan memfasilitasi masyarakat dengan
sarana pengaduan pelayanan publik
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (LAPOR!).

Publik juga bisa dengan mudah
"menghubungi" presiden-wakil presiden
serta menteri dan pejabat negara melalui
akun media sosial. Dalam hal ini, presiden
perlu memastikan setiap pembantunya
memiliki sedikitnya satu akun media sosial
yang aktif sebagai sarana mendengarkan
keluh kesah publik.

Publik dapat mencermati gebrakan
demi gebrakan yang dilakukan jajaran
menteri Jokowi. Jika ada menteri yang
belum berinovasi, publik bisa meng-
ingatkannya kepada presiden melalui
media sosial.

Demikian lah salah satu cara publik
berpartisipasi mendorong "daya gedor"
Kabinet Indonesia Maju, dengan catatan
munculnya aspirasi publik itu tidak selalu
dapat diartikan bahwa kerja menteri
Jokowi menjadi buruk, melainkan sebagai
upaya bersama mewujudkan peme-
rintahan yang semakin baik.

Hal ini sesuai dengan amanat pre-
siden, di mana pemerintah saat ini

MASA kerja jajaran menteri Kabinet
Indonesia Maju yang dipimpin Presiden
Jokowi dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin,
sudah memasuki bulan kedua, sejak
diumumkan dan dilantik pada Rabu, 23
Oktober 2019 silam.

Pada saat pengumuman menteri,
Jokowi telah memberikan amanahnya
kepada para pejabat pemerintahannya
yang terdiri dari 34 menteri dan empat
pejabat setingkat menteri, mengenai
hal-hal pokok yang harus menjadi
perhatian.

Presiden menegaskan tujuh hal pokok
yang harus dijalankan dan ditaati para
pejabat itu, yaitu: Pertama, tidak boleh
korupsi dan harus mengurangi celah
korupsi di masing-masing kementerian
dan lembaga yang dipimpin. Kedua,
presiden menegaskan tidak ada visi dan
misi menteri, yang ada hanya lah visi-
misi presiden dan wakil presiden. Ketiga,
para pejabat diinstruksikan bekerja cepat
dan produktif.

Keempat, para menteri dilarang me-
lakukan rutinitas monoton. Dalam hal ini
menteri diminta terus berinovasi sehingga
bisa membawa perubahan nyata bagi
kemajuan bangsa. Kelima, para menteri
diminta tidak hanya berorientasi kerja pada
proses melainkan juga pada hasil yang
dapat dirasakan rakyat.

Keenam, menteri diwajibkan senantiasa
mendengarkan persoalan langsung dari
rakyat dan mencarikan solusi atas
persoalan tersebut. Ketujuh, pejabat yang
dinilai Presiden tidak serius dalam bekerja
dapat dipecat di tengah jalan.

Amanat Jokowi ini dinilai membuka asa
publik atas terwujudnya birokrasi yang

Di sektor pertahanan, Menteri Per-
tahanan, Prabowo Subianto, juga
menyuarakan ide-idenya tentang pe-
nguatan pertahanan yang cukup mem-
buat optimisme publik meningkat,
misalnya dengan terlebih dulu men-
definisikan bahwa pertahanan Indone-
sia bersifat defensif.

Menurut Prabowo, wawasan per-
tahanan Indonesia adalah defensif
menjaga kedaulatan bangsa. Prabowo
juga menekankan pertahanan bangsa
harus kuat, berapapun biayanya.

Di sektor pendidikan, Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan, Nadiem Maka-
rim, membawa harapan baru.

Figur Nadiem yang lekat dengan kata
inovatif, karena merupakan pendiri
Gojek, tentu saja diekspektasikan
memunculkan hal-hal baru yang ino-
vatif dan diluar kebiasaan, bagi dunia
pendidikan nasional. Nadiem pun telah
mencetuskan sebuah slogan baru
dalam dunia pendidikan yakni merdeka
dalam belajar.

Nadiem juga bersuara mengenai
tantangan dunia pendidikan ke depan
yang secara logika memang tepat.
Misalnya, dia menyatakan bahwa gelar
pendidikan bukan jaminan atas sebuah
kompetensi, kelulusan tidak menjamin
seseorang siap berkarya, akreditasi tidak
menjamin mutu, hingga hal sepele seperti
masuk kelas tidak menjamin seorang
pelajar akan belajar.

Ia juga melontarkan wacana meng-
hapus Ujian Nasional bagi pelajar.
Sebuah wacana yang sejatinya sejak
lama sudah digaungkan, namun dibawah
kepemimpinan Nadiem realisasi wacana

tersebut kali ini agaknya jauh lebih serius
ketimbang sebelumnya.

Sementara itu gebrakan yang luma-
yan mendapat perhatian publik hadir dari
sosok Menteri BUMN, Erick Thohir, baru-
baru ini. Belum lama duduk di kursi
menteri BUMN, dia langsung meng-
gebrak cukup kencang dengan men-
copot Direktur Utama Garuda Indone-
sia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra,
lantaran kasus penyelundupan kom-
ponen motor gede Harley Davidson
Softail Shovelhead klasik lansiran '70-an.

Thohir juga mencopot seluruh direksi
maskapai itu yang terlibat langsung
maupun tidak langsung dengan kasus
penyelundupan tersebut.

Ketegasan itu memunculkan slogan
"bersih-bersih BUMN". Satu kalimat yang
tidak boleh lagi dianggap tabu di era

keterbukaan informasi saat ini. Apalagi
belum tentu semua orang bisa berlaku
tegas seperti sang menteri BUMN itu.

Ia juga mencermati ada beberapa
perusahaan BUMN yang memiliki lini
bisnis perhotelan, yang tidak sesuai
dengan bisnis intinya. Hal ini akan
dibenahi ke depan termasuk juga
rencananya mengoptimalkan kerja
komisaris BUMN.

Berbagai gebrakan sejumlah menteri
Jokowi tersebut sudah selayaknya juga
dilakukan menteri-menteri lain.

Sekali lagi gebrakannya akan lebih
baik jika bersifat inovatif, yang jelas tujuan
dan manfaatnya serta terukur, dan publik
memiliki tugas tidak tertulis untuk terus
mendorong dan mengingatkan agar
daya gedor gebrakannya senantiasa
menguat. (ANTARANEWS)

Oleh: Rangga Pandu Asmara Jingga
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Pemenggal Kepala Anak Terancam
Hukuman Seumur Hidup

PALANGKA RAYA - Amat Bin
Suud warga Kabupaten Katingan,
Kalimantan Tengah, yang telah
ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus pemenggalan ke-
pala anak di bawah umur di lokasi
tambang, terancam hukuman
seumur hidup.

“Tersangka dikenakan pasal
340 KUHP tentang pembunuhan,
Undang-undang perlindungan
anak dan ancaman hukuman
kurungan penjara seumur hidup,”

kata Kabid Humas Polda Kali-
mantan Tengah, Hendra Rochma-
wan, saat jumpa pers di Palangka
Raya, Selasa (10/12).

Dikatakan, kronologi pemeng-
galan kepala anak di bawah umur
itu bermula dari pertemuan Amat
dan korban. Dalam pertemuan
itu, korban mengajak dia untuk
merokok bersama.

Saat itu Amat langsung mem-
berikan sebatang rokok kepada
korban. Usai memberikan rokok

satu batang kepada korban, Amat
pun meminta menunggu sebentar
untuk menunggu karena ingin
mencari buah pinang.

Usai mencari buah pinang
keduanya kembali bertemu di de-
kat pohon asam, tempat korban
menunggu dan saat itu juga sau-
daranya, Celut, melihat keduanya
bersama menuju ke suatu lokasi.

Ternyata keduanya menuju ke
lokasi bekas lubang tambang
emas di daerah setempat. Kor-

ban pun kembali meminta se-
batang rokok lagi kepada Amat.
Setelah memberikan rokok se-
batang itu lah, timbul hasrat Amat
menyodomi korban dan dia pun
mencekek leher korban.

“Selain mencekek leher kor-
ban, juga dipukul di bagian
tengkuk sebanyak dua kali dan
menginjak badan korban se-
banyak empat kali,” ucapnya.

Rochmawan yang juga didam-
pingi Kepala Polres Katingan,

AKBP Andri Ansyah, melanjutkan,
melihat korban yang dianiaya
tersebut sudah tidak bernafas lagi.
Tersangka langsung membung-
kukkan tubuh korban dan me-
nyodominya dengan konsisi
sudah meninggal.

Usai melakukan kejahatan itu,
Amat pulang ke rumah untuk
mengambil sebilah senjata tajam.
Dengan senjata tajam itu bagian
kepala korban dipenggal, se-
mentara tubuh korban dibuang ke

lubang bekas tambang emas.
Adapun bagian kepala korban
dikubur di dekat bangunan sa-
rang walet milik warga di desa
tempat pelaku tinggal.

“Atas perbuatan keji tersangka,
kini yang bersangkutan mende-
kam di sel Markas Polres Kati-
ngan guna disidik mengenai
perkara tersebut. Untuk penang-
kapan pelaku dilakukan di rumah
tersangka tanpa perlawanan sama
sekali,” kata Rochmawan. (ant)

CIKARANG - Seorang pe-
laku pencurian kendaraan ber-
motor tewas mengenaskan di-
hakimi warga setelah aksinya
terpergok pemiliknya.

Pelaku yang belum diketahui
identitasnya tersebut tewas di
samping SPBU Mareleng, Desa
Bojongsari, Kecamatan Ke-
dungwaringin, Kabupaten Be-
kasi, Senin (09/12) petang.

Peristiwa itu bermula ketika
korban Amat (24) sedang rileks
di warung kopi, seketika men-
dengar suara sepeda motornya
jenis Honda CBR dengan No-

mor Polisi B-4686-FFO ber-
bunyi. Penasaran dengan suara
itu korban lantas keluar untuk
memastikan kendaraannya
baik-baik saja. Namun rupanya
sepeda motor korban berhasil
dibawa kabur pelaku.

Tak mau tinggal diam, kor-
ban mengejar pelaku dengan
cara berlari dari depan SPBU
Mareleng ke arah Cikarang.
Kebetulan tidak jauh dari lokasi,
situasi lalu lintas padat sehingga
korban dengan mudah men-
dapatkan pelaku.

“Pelaku ditendang oleh kor-

ban sampai jatuh, korban juga
meminta pertolongan pengen-
dara lain dan warga sekitar
untuk mengamankan pelaku,”
kata Kasubbag Humas Kepolisi-
an Resor Metropolitan Bekasi,
AKP Sunardi, Selasa (10/12).

Sunardi menjelaskan akibat
kesal dengan ulah pelaku, kor-
ban dengan massa lain naik
pitam sampai-sampai meng-
hajar pelaku dengan sejumlah
bogem mentah atau tangan
kosong. Aksi massa itu sempat
terhenti setelah anggota yang
sedang melakukan observasi

datang ke lokasi kejadian na-
mun kondisi pelaku sudah
babak belur.

“Pelaku luka pada bagian
kepala robek dan dagu serta
wajah lebam. Selanjutnya pe-
laku di bawa ke RSUD Kabu-
paten Karawang namun dalam
perjalanan pelaku meninggal
dunia,” katanya.

Dari kejadian itu, korban
Amat harus berurusan dengan
petugas kepolisian. Korban
dimintai keterangan lebih jauh
perihal aksi main hakim hingga
menyebabkan pelaku tewas.

“Korban (Amat) diperiksa
karena melakukan pengania-
yaan terhadap pelaku, yang
diduga dapat sebagai akibat
meninggalnya pelaku,” ung-
kapnya. Sementara jasad pelaku
telah dirujuk ke RSUD Ka-
bupaten Bekasi untuk kepen-
tingan autopsi sekaligus me-
ngecek DNA pelaku dan me-
ngambil sidik jari untuk me-
ngetahui identitasnya.

“Saat ini petugas masih me-
lakukan lidik untuk mencari
tahu identitas pelaku,” kata
Sunardi. (ant)

Polri: Tim Teknis Transparan Investigasi Kasus Novel
JAKARTA - Kepala Biro

Penerangan Masyarakat Polri
Brigjen Polisi Raden Prabowo
Argo Yuwono menegaskan bah-
wa Polri, dalam hal ini tim teknis
sangat transparan dalam me-
lakukan investigasi kasus pe-
nyiraman air keras terhadap
penyidik KPK Novel Baswedan.

“Kami transparan kepada
KPK. Tidak ada yang ditutup-

tutupi. Kami kerja keras. Mu-
dah-mudahan kami bisa meng-
ungkap siapa pelakunya,” kata
Brigjen Pol. Argo di Mabes
Polri, Jakarta, Selasa (10/12).

Ia menyampaikan bahwa
Kapolri Jenderal Pol. Idham
Azis telah melaporkan kepada
Presiden Joko Widodo perihal
perkembangan kinerja tim
teknis dalam investigasi kasus ini.

“Kapolri melaporkan kinerja
dan perkembangan berkaitan
dengan kasus penyiraman air
keras terhadap penyidik KPK,”
katanya. Tim teknis telah berupa-
ya maksimal untuk mengungkap
tabir pelaku teror tersebut.

“Bahwa prinsipnya, penyidik
serius bekerja dengan keras
untuk berupaya mencari pe-
lakunya,” katanya. Sebanyak

73 saksi telah dimintai ke-
terangan dalam kasus ini.

Barang bukti berupa CCTV
juga telah dikirim ke Australia
terkait dengan permintaan
bantuan kepada Polisi Aus-
tralia (AFP) untuk meng-
analisis gambar CCTV. Polisi
pun telah membuat sketsa
wajah terduga pelaku dan
menyebarkannya di publik.

Selain itu pihaknya juga me-
nerima informasi dari ma-
syarakat terkait dengan kasus
Novel.

Dalam investigasi kasus ini
pun, tim teknis sudah mema-
parkan hasil temuannya kepada
pihak KPK.

“Kami komunikasikan de-
ngan KPK. Sudah beberapa kali
paparan,” katanya. (ant)

Pelaku Curanmor Tewas Dihakimi Warga

Polda Sumsel Cegah Peredaran 2,4 Ton Mi Berformalin

Pengamat: Hukuman Mati Koruptor Jangan Sebatas Wacana
JAKARTA - Pengamat ko-

munikasi politik dari Univer-
sitas Pelita Harapan Emrus
Sihombing berharap hukuman
mati terhadap koruptor jangan
sampai hanya sebatas wacana,
mengingat korupsi masih men-
jadi bahaya laten di Tanah Air.

“Jika hukuman mati koruptor
sekedar wacana, sangat disa-
yangkan di tengah maraknya
perilaku koruptif di negeri ini,”
ujar Emrus dalam keterang-
annya di Jakarta, Selasa (10/12).

Dalam peringatan Hari Anti-
Korupsi di SMKN 57, Jakarta,

Senin (10/12), Presiden Joko
Widodo mengatakan hukuman
bagi pelaku tindak pidana ko-
rupsi (tipikor) bisa saja dite-
rapkan jika itu merupakan
kehendak masyarakat.

“Kalau masyarakat berke-
hendak seperti itu dalam ran-
cangan UU Pidana Tipikor
(hukuman mati) itu dimasuk-
kan,” kata Jokowi.

Menurut Emrus, wacana
presiden tersebut harus disam-
but baik dan direalisasikan oleh
semua kalangan masyarakat
untuk membentuk opini publik

bahwa hukuman mati kepada
koruptor sangat wajar dan
mendesak diwujudnyatakan.

Maka dari itu, kata dia, peran
pemerintah melalui menteri-
menteri terkait, serta anggota
DPR RI sangat penting dalam
mendorong terealisasinya wa-
cana tersebut.

“Bisa digelorakan dengan
berbagai teknik kemasan pesan
komunikasi, misalnya dalam
bentuk acara parodi para men-
teri bersama DPR-RI yang di-
lakukan secara sistematis dan
masif sehingga menimbulkan

dorongan yang kuat dari rak-
yat agar hukuman mati bagi
para koruptor sebagai tindakan
yang pantas diterima oleh para
pelaku korupsi,” ucap Emrus.

Lebih lanjut Emrus menga-
takan bahwa DPR juga dapat
berperan aktif dengan me-
masukkan pasal mengenai hu-
kuman mati terhadap koruptor
pada revisi rancangan Undang-
Undang tindak pidana korupsi.

Jika DPR tidak mengako-
modir usulan tersebut, kata dia,
maka dimungkinkan bagi Pre-
siden untuk mengeluarkan

peraturan pemerintah peng-
ganti undang-undang (Perppu)
tentang hukuman mati bagi
koruptor.

“Sebab, pemberian hukum-
an mati tersebut baik yang ter-
tuang dalam bentuk UU atau
Perppu sudah sangat dibu-
tuhkan dan mendesak meng-
ingat perilaku koruptif di
Tanah Air hingga kini masih
terus terjadi yang jelas-jelas
mengancam keselamatan ke-
uangan negara,” kata Direktur
Eksekutif Lembaga Emrus
Corner itu. (ant)

PALEMBANG - Tim Reserse
Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda
Sumatera Selatan mencegah per-
edaran 2,4 ton mi basah berformalin
di Kota Palembang dan sejumlah
daerah sekitarnya.

Mi basah berformalin berhasil

dicegah beredar di sejumlah pasar
tradisional setelah tim Reskrimsus
belum lama ini mengembangkan
laporan masyarakat dan melakukan
pemeriksaan pabrik mi di kawasan
Jalan Padang Selasa, Bukit Besar
Palembang, kata Direskrimsus Polda

Sumsel, Kombes Pol. M. Zulkarnain
pada jumpa pers pengungkapan
kasus tersebut di Mapolda Sumsel,
Palembang, Selasa (10/12).

Berdasarkan hasil pemeriksaan di
lokasi pabrik mi tersebut, petugas
mengamankan 2,4 ton mi basah

berformalin yang dikemas dalam
karung dan kantong plastik siap
dikirim ke sejumlah pasar tradisional
di wilayah Kota Palembang, Ogan
Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin,
dan Prabumulih.

Bersamaan barang bukti tersebut,
petugas mengamankan pemilik
pabrik Ah di mapolda untuk diproses
sesuai dengan ketentuan hukum,
katanya.

Menurut dia, berdasarkan barang
bukti dan hasil pemeriksaan, pemilik
pabrik mi Ah ditetapkan sebagai
tersangka pembuat dan pengedar
produk pangan yang mengandung
bahan kimia berbahaya bagi ke-
sehatan manusia.

Tersangka akan dijerat dengan sank-
si hukum secara maksimal sehingga
bisa memberikan efek jera bagi yang
bersangkutan dan memberikan per-
ingatan bagi produsen makanan
lainnya untuk tidak menggunakan
bahan pengawet dari zat kimia ber-
bahaya dalam kegiatan produksi.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) penghasil ber-
bagai produk makanan dan mi-
numan di provinsi ini diperingatkan
agar tidak lagi menggunakan for-
malin, boraks, pewarna tekstil, dan
bahan kimia berbahaya lainnya.

Bagi pedagang dan produsen yang
terjaring razia dan terbukti menjual
makanan yang tidak sehat dikonsum-
si masyarakat, akan ditindak tegas
sesuai dengan ketentuan hukum, kata
Kombes Pol Zulkarnain. (ant)

Kris Hatta Divonis
Lima Bulan Penjara

JAKARTA - Aktor peran
Kris Hatta divonis lima bulan
pidana penjara oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Ja-
karta Selatan atas kasus peng-
aniayaan yang dilakukannya
terhadap Antony Hillenaar.

“Menjatuhkan pidana kepada
terdakwa dengan pidana penjara
selama lima bulan,” kata Hakim
Suswanti membacakan putus-
annya di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, Selasa (10/12).

Majelis hakim mengatakan
pidana penjara yang dijatuhkan
dengan ketentuan dikurangi
masa tahanan yang sudah dija-
lani terdakwa dan memerin-
tahkan terdakwa untuk tetap
ditahan. Hakim mengatakan
Kris Hatta secara sah dan me-
yakinkan terbukti bersalah
melakukan tindak pidana pe-
nganiayaan sebagaimana dak-
waan yang telah dijatuhkan
kepada terdakwa yakni Pasal
351 ayat 1 KUHP.

Usai membacakan putusan,
Majelis Hakim memberikan
hak kepada Kris Hatta untuk
menyampaikan tanggapannya,
apakah menerima keputusan
atau pikir-pikir.

Setelah berdiskusi dengan
pengacaranya, Kris Hatta me-
lalui pengacaranya menyam-
paikan untuk pikir-pikir.

Hal serupa juga disampaikan
oleh jaksa penuntut umum
(JPU) Badriah yang menya-
takan pikir-pikir.

Majelis hakim lalu mem-
berikan waktu selama tujuh hari
bagi terdakwa maupun juga
JPU untuk menyampaikan
keberatannya atas putusan
hakim. Putusan majelis hakim
tersebut lebih ringan dari tun-
tutan jaksa terhadap Kris Hatta
yakni 10 bulan pidana penjara.

Kris Hatta ditetapkan sebagai
tersangka oleh kepolisian kasus
penganiayaan terhadap lelaki
benama Antony Hilenaar.

Penetapan tersangka dila-
kukan usai polisi memeriksa
lima saksi terkait dengan kasus
penganiayaan tersebut, mulai
dari korban, orang-orang yang
berada di lokasi kejadian, hing-
ga petugas keamanan dan re-
kaman CCTV.

Adapun penganiayaan ter-
sebut terjadi di tempat hiburan
malam bernama Dragonfly,
Jakarta Selatan, 6 April 2019.

Kejadian yang berlangsung
sekitar pukul 03.30 WIB ber-
mula dari cekcok antara Kris
Hatta dan rekan Anthony. Pada
saat hendak melerai, Anthony
malah kena bogem mentah dari
Kris Hatta.

Alhasil, hidung Anthony ber-
darah dan patah akibat bogem
mentah dari Kris Hatta. Korban
langsung membuat laporan ke
polisi atas insiden tersebut yang
tertuang dalam laporan polisi
nomor LP/2109/IV/2019/
PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal
6 April 2019. (ant)
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238 Orang Pelamar CPNS  TMS, .....................................
website harus meng-upload
scan ijazah asli ataupun syarat
yang ditentukan oleh BKN.

"Jadi tidak bisa melampirkan
surat keterangan lulus
walaupun sudah lulus, kan
banyak yang baru lulus tapi
belum dapat ijazah. Selain itu
bagi tenaga kesehatan juga harus
melampirkan STR (Surat Tanda
Registrasi-red) yang masih
berlaku, tanpa ada STR atau
masanya sudah habis tetap
dianggap TMS," terangnya.

Ditambahkan Baharita, ada
beberapa formasi yang kosong
atau tidak ada peminat diantara
dokter spesialis anak, dokter
kandungan, dokter penyakit
dalam, dokter gigi, guru SD
khusus lulusan cumlaude dan
disabilitas.

Namun untuk formasi yang

Wabup Bawa Pulang Penghargaan Top 30 Pengelolaan, ..
hargaan terkait pelayanan peng-
aduan publik hendaknya dijadi-
kan motivasi bagi Kabupaten
Bangka untuk meningkatkan
pelayanan bagi masyarakat.
Sehingga apapun aduan publik
dapat langsung ditindaklanjuti
dengan segera oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka.

"Dengan adanya penghar-
gaan ini maka menjadi motivasi
dan introspeksi bagi kami ter-
hadap tanggapan masyarakat.
Agar kedepannya bisa memuas-
kan terhadap pelayanan mas-
yarakat," ujar Mulkan.

Deputi Bidang Pelayanan
Publik Kemenpan RB, Prof. Dr.
Diah Natalisa pada acara ter-
sebut menyampaikan total
peserta kompetisi SP4N-
LAPOR! 2019 mencapai 321

Kumolo“ di Hotel Le Meridien,
Jakarta Pusat, di Hotel Le
Meridien, Jakarta Pusat.

Wakil Bupati Bangka atas
nama Bupati Bangka dan
Pemerintah Kabupaten Bangka
mengucapkan terima kasih
kepada OPD terkait atas kerja
samanya sehingga dapat meraih
penghargaan  Top 30 Penge-
lolaan Pelayanan Pengaduan
Publik 2019.

"Semoga menjadi pemacu
komitmen Pemerintah Kabu-
paten Bangka untuk tetap
memberikan yang terbaik
dalam melayani masyarakat
terkhusus dalam hal penge-
lolaan pengaduan pelayanan
publik," kata Syahbudin.

Sementara itu, Bupati Bangka,
Mulkan menguraikan peng-

dikhususkan bagi lulusan
cumlaude dan disabilitas bisa
diisi dengan peserta lain yang
spesifikasi pendidikannya sama.

"Dokter anak ada satu
formasi untuk rumah sakit
Syafri Rahman Puding Besar,
dokter kandungan dua orang
untuk Rumah Sakit Eko Mau-
lana Ali dan Syafri Rahman,
dokter gigi untuk Puskesmas
Pemali dan RS Eko Maulana Ali.
Ini semua kosong, tidak ada
yang daftar. Kalau cumlaude
mungkin ada tapi mereka tidak
mau daftar pakai itu karena
tesnya berbeda," jelasnya.

Sementara untuk tes Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD),
pihaknya akan dilaksanakan di
Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BPSDM) Babel.

"Kemarin kita mau pakai di

UPT BKN tapi banyak dipakak
oleh instansi vertikal jadi takut
tidak cukup, maka untuk tes
SKD ini kita di BPSDM
provinsi," tambahnya.

Selama ini dalam tes SKD,
pemkab bangka masih beker-
jasama dengan dinas pendidikan
yang dilaksanakan di beberapa
laboratorium komputer
sekolah karena belum memiliki
tempat sendiri.

Untuk tes  SKD sendiri
diperkirakan akan dilaksanakan
pada bulan April 2020 nanti
yang akan dilaksanakan se-
rentak seluruh Indonesia.

"Perkiraan April karena
pengumumannya sekitar akhir
Februari nanti tapi ini masih
tentatif. Kita masih menunggu
info dari pusat," ungkap
Baharita. (mla/6)

Megawati Minta Maskapai Tidak Naikkan Harga, .............
Natal 2019 dan Tahun Baru
2020, Selasa (10/12/2019).

Dia mengingatkan maskapai
penerbangan untuk memper-
timbangkan penjualan tiket
sebesar 30 persen dari tarif batas
atas dengan harga terjangkau
kalangan medium ke bawah.
Hal ini sebagai upaya mem-
berikan keringanan bagi mas-
yarakat yang akan merayakan
hari raya keagamaan.

"Pertimbangan harga tiket
terjangkau tentu saja berdampak
bagi peningkatan jumlah
kunjungan wisatawan yang akan
merayakan pergantian tahun di
Bangka Belitung. Paling utama
adalah pelayanan yang diberikan
maskapai kepada penumpang,"
kata Megawati.

Dia menambahkan, saat ini
maskapai yang beroperasi di

Bandara Depati Amir sebanyak
enam airlines dengan 29 kali
penerbangan. Pada periode
Nataru 2019/2020 akan ada
tambahan satu kali pener-
bangan dari maskapai nasional.

Pada rakor ini juga dibahas
prediksi lonjakan penumpang
dan maskapai yang akan siap
mengangkut penumpang. Pada
periode Nataru 2018/2019 to-
tal penumpang sejumlah
118.491 pax.

"Prediksi untuk  Natal 2019
dan Tahun Baru 2020 ini men-
capai 119.492 pax. Diper-
kirakan terjadi peningkatan
jumlah penumpang sebesar
empat persen," sebutnya.

Megawati  juga meminta,
pihak terkait untuk memper-
siapkan pembentukan posko
angkutan Natal 2019 dan Tahun

Baru 2020 di bandar udara.
Rakor ini dilakukan, untuk

menghimpun data awal guna
mengetahui kesiapan sektor
perhubungan udara, termasuk
menyiapkan berbagai alternatif
untuk menanggulangi naiknya
volume penumpang.

"Persiapan dan koordinasi ini
diharapkan mampu memak-
simalkan kinerja dinas perhu-
bungan, khususnya menyang-
kut kesiapan angkutan udara
dalam memfasilitasi masyarakat
serta tetap mengutamakan kese-
lamatan dan kenyamanan,"
ujarnya.

Rakor diikuti pihak Angkasa
Pura II Bandara Depati Amir,
maskapai,  ground handling,
BMKG, Basarnas, TNI AU, Pol-
sek, Polres, AirNav dan Dishub
Provinsi Babel. (nov/rls/10)

instansi, mengalami kenaikan
sebesar 92,5 persen dibanding-
kan jumlah tahun lalu yakni
162 instansi.

Peserta tersebut terdiri dari
187 pada kategori instansi
Pemerintah Penyelenggara
Pengaduan Pelayanan Publik
dan 165 peserta pada kategori
Unit Pelaksana Publik.

Sementara itu, Sekretaris
Kemenpan RB, Dwi Wahyu
Atmaji mengatakan ajang ini
sebagai penyemangat dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan sebagai bentuk
wujud dari reformasi birokrasi.
"Bagi yang belum berhasil
diharapkan terus memacu per-
ubahan untuk terus meraih
predikat baik“, katanya.
(Pemkab Bangka)

masyarakat inginkan A, sementara
ini adalah alternatif B, kita lihat
legalitas mana yang berpihak ke
masyarakat," ulasnya.

Jika nantinya lokasi ini me-
mang bukan untuk tambang,
tetapi peruntukan lainnya,
maka hal ini kata Fatah, akan
ditetapkan sesuai Perda.

"Kita lihat dulu cara penye-
lesaian memberikan pemaham-

KIP Matras, Tunggu Perda Zonasi Selesai
annya kalau perda selesai
inshaAllah akan diselesaikan bulan
ini, dan akan diterapkan. Kami
sudah bersama membahas untuk
kepentingan bersama," tukasnya.

Zonasi ini, kata wagub,
bukan serta merta ditetapkan
oleh Pemprov Babel. Tetapi
dari usulan yang disampaikan
oleh kabupaten/kota, kemu-
dian diolah, disinkronkan de-

ngan potensi yang ada, baru
kemudian ditetapkan.

"Oleh karenanya, kita me-
nunggu Perda Zonasi, baru
nanti bisa memutuskan mana
yang boleh dan tidak. Tinggal
kami memilah mana legalitas
tinggi itu yang kita lakukan, ada
upaya hukum lain yang
nantinya bisa dilaksanakan,"
pungkasnya. (nov/1)

untuk melihat kondisi jenazah,"
lanjut Budi Herwandi.

Pantauan Rakyat Pos, Tim
Inafis Polres Pangkalpinang dan
Polda Babel melakukan olah
tempat kejadian perkara
tewasnya pedagang ayam
potong ini.

"Kami masih melakukan
pemeriksaan terhadap korban,

Pedagang Ayam Ditemukan Tewas di Kontrakan, ...........
tanda-tanda kekerasan tidak
ditemukan pada bagian tubuh
korban, selanjutnya korban
dibawa ke RSUD Depati
Hamzah untuk pemeriksaan
lebih lanjut," tutup Kabag OPS
Polres Pangkalpinang Kompol
Jadiman Sihotang, Selasa (10/12/
2019) malam.

Manda anak perempuan

korban tampak histeris melihat
kondisi sang ayah yang sudah
dalam kantong jenazah, bahkan
teriakannya terdengar keras
seolah tidak percaya sang ayah
meninggal.

"Itu bukan ayah saya, karena
ayah janji pernah janji akan
ambil rapor akhir semester ini,"
ucapnya sambil terisak. (das/6)

2019, Pertumbuhan Ekonomi Babel Melambat, .............................................
Upaya pemerintah daerah

untuk meningkatkan kunjung-
an wisata melalui penyeleng-
garaan even kegiatan berskala
nasional maupun internasional
mampu menahan laju pelam-
batan sektor perdagangan.

Sementara itu, dari sisi per-
kembangan harga, inflasi Babel
masih terkendali pada sasaran
inflasi Nasional sebesar 3,5 ±
1%. Sampai dengan November
2019 inflasi Babel tercatat
1,95% (ytd).

Kondisi pertumbuhan eko-
nomi Babel juga tercermin dari
kinerja sistem keuangan yang
mengalami pelambatan. Harga
komoditas yang masih rendah
menyebabkan pendapatan
masyarakat masih terbatas
sehingga memperlambat per-
tumbuhan DPK perbankan.

"Realisasi kredit menurut
lokasi proyek di Babel hingga
Oktober 2019 mengalami

perlambatan disebabkan
adanya penurunan aktivitas
produksi dan investasi korporasi
di sektor pertambangan dan
industri pengolahan," rincinya.

Meskipun demikian, kinerja
intermediasi perbankan tercatat
masih tinggi dengan risiko kredit
bermasalah terjaga rendah. Hal
ini tercermin dari peningkatan
nilai Loan to Deposit Ratio
(LDR) yang mencapai 126,67%
dan rendahnya rasio Non Per-
forming Loan (NPL) yang
terjaga pada level 1,37%.

Selain tercermin dari kinerja
sistem keuangan perbankan,
perlambatan pertumbuhan
ekonomi Babel juga tercermin
dari melambatnya aktivitas
sistem pembayaran non tunai
melalui BI-RTGS dan SKNBI.

Untuk menghadapi tan-
tangan perlambatan ekonomi
yang terjadi secara global,
nasional, maupun regional,
kebijakan sistem pembayaran
terus diarahkan untuk mendu-
kung elektronifikasi dan efisiensi
pembayaran dalam berbagai
transaksi ekonomi.

"Program elektronifikasi
pembayaran nontunai di ber-
bagai area seperti penyaluran
program sosial pemerintah,
moda transportasi, dan operasi
keuangan pemerintah daerah
terus diperluas sehingga mampu
mendorong daya beli dan
konsumsi masyarakat," ulasnya.

Tantan menambahkan,Bank
Indonesia juga turut berperan
dalam pencapaian visi men-
dukung terwujudnya Indone-
sia sebagai pusat ekonomi dan
keuangan syariah dunia, mela-
lui pemberdayaan ekonomi
syariah, pendalaman pasar ke-
uangan syariah, serta penguatan
riset asesmen dan edukasi
ekonomi dan keuangan syariah.

Bank Indonesia bersama
stakeholder terkait (Pemerintah
Daerah dan LPPOM MUI)
mendorong pengembangan
kemandirian pesantren serta
fasilitasi sertifikasi halal bagi
UMKM.

Untuk mengakselerasi laju
pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan diperlukan tran-
sformasi pada sumber per-
tumbuhan ekonomi baru. Bank
Indonesia telah mengkaji me-
ngenai potensi pengembangan
tiga komoditas strategis di Ba-
bel yaitu lada, perikanan dan
pariwisata sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi baru.

"Hasil kajian menunjukkan

bahwa komoditas tersebut
memiliki potensi sangat besar
yang memenuhi kriteria men-
datangkan keuntungan (profit),
melibatkan masyarakat luas
(people) dan ramah lingkungan
(enviroment)," katanya.

Sementara itu, dalam pe-
ngembangan UMKM, Bank
Indonesia melakukan pene-
litian Komoditas/Produk/Jasa
Unggulan (KPJU) yang me-
metakan UMKM unggulan dan
potensial di masing-masing
kota/kabupaten di Babel.

Meskipun kedepan tantang-
an yang akan dihadapi tidaklah
ringan, melalui kolaborasi yang
baik, seluruh tantangan tersebut
pasti dapat dilalui bersama.

Dalam menghadapi kondisi
perekonomian nasional mau-
pun regional provinsi, perlu
adanya sinergi bauran kebi-
jakan ekonomi, baik melalui
stimulus fiskal maupun
reformasi ekonomi di sektor riil,
untuk mendorong pertum-
buhan ekonomi.

Ditengah ketidakpastian glo-
bal dan perkembangan digital
yang pesat, Bangka Belitung
masih mampu mewujudkan
ketahanan ekonomi ekonomi
yang dicapai dengan kerja keras.

Dengan indicator berupa
inflasi yang terkendali, potensi
pertumbuhan ekonomi yang
besar, tingkat kesenjangan yang
rendah, serta kinerja perbankan
yang relatif baik.

"Hal ini harus dipertahankan
melalui sinergi, transformasi
dan inovasi. Bank Indonesia
berupaya untuk terus bersinergi
dengan pemerintah dan
lembaga-lembaga terkait
dalam menciptakan kondisi

perekonomian yang stabil dan
kondusif. Bauran kebijakan
makroekonomi dan sistem
keuangan diprioritaskan untuk
stabilitas, dengan tetap mencari
ruang terbuka untuk turut
mendorong momentum
pertumbuhan," tuturnya.

Sementara itu, Wagub dalam
sambutanya mengatakan, kunci
majunya suatu daerah, harus
terjaga pertumbuhan eko-
nominya.

"Jika pertumbuhan ekonomi
dari lima wilayah di Indonesia
anjlok, maka secara otomatis
kondisi ekonominya mele-
mah," katanya.

Sekarang,  pertumbuhan
ekonomi nasional 5,1 persen.
Akan tetapi, jika dilihat di
beberapa daerah, misalnya di
Pulau Jawa dan Kalimantan
pertumbuhan ekonominya di
atas rata - rata nasional.

"Di Babel angka 4 persen saja
pertumbuhanya. Akan tetapi,
BI sudah memperkirakan
bahwa pada tahun 2020, akan
mengalami pergeseran, dan
akan naik di atas atau mendekati
angka nilai nasional,” imbuh
Fatah.

Oleh sebab itu, Wagub
berharap, untuk meningkatkan
pertumbuhan perekonomian di
Babel, Pemerintah Daerah
bersama - sama dengan pihak -
pihak terkait lainnya harus lebih
meningkatkan sinergi dan
reformasi serta inovasi menuju
Babel maju.

“Untuk menuju hal tersebut,
harus segera dilakukan sinergi,
transformasi dan inovasi
menuju Babel lebih maju secara
bersama dengan stakeholder
terkait," pungkasnya. (nov/6)

Erzaldi: Kasih Kami Insentif Beda dengan Jawa, ...........................................
Dialog Pengembangan Ka-
wasan Industri Prioritas di Hotel
Sultan, Jakarta, Selasa (10/12/
2019) pagi.

Selain insentif beda, Gu-
bernur Erzaldi juga meminta
kepada Menperin buat kebi-
jakan agar timah dari PT Timah,
segera dibuatkan hilirisasi.
“Tolong timah dari PT Timah
itu, segera bikin hilirisasi. Kalau
tidak mampu sendiri kerja sama
dengan orang lain. Atau jual
berapa kapasitas, dan harganya
dimurahkan. Efeknya, impor
kita pasti berkurang,” ujar
Gubernur.

Sebab, diungkapkan Guber-
nur, di China saja, sudah mem-
buat aturan mengenai hilirisasi
industri ini. “Jadi,  1 on pun
produk mereka (China-red)
tidak mau keluar, hilirisasinya
luar biasa,” tegas Gubernur
Erzaldi.

Dihadapan Menperin dan
Pejabat Pusat lainnya, Erzaldi
menyebutkan, terdapat seba-
nyak 13 mineral ikutan dari
tambang PT Timah itu, di-
antaranya adalah torium untuk
nuklir, dan  bahan pencampur
baterai.

Tidak hanya itu, ditam-
bahkan Erzaldi, dengan potensi
sumber daya alam yang dimiliki
saat ini, Bangka Belitung juga
akan membangun industri
katalis.

“Katalis adalah bahan untuk
memproses pemisahan minyak.
Untuk hal ini, kita impor 13
ribu ton per tahun. Kalau
kilang-kilang ini ada 4 yang
akan dibangun, maka kalikan 4,
itulah kebutuhan impor kita.
Bahan baku katalis ini adalah
kaolin. Dan lagi-lagi ini adanya
di Bangka Belitung,” sebut
Gubernur Erzaldi.

Sebelumnya, Menperin Agus
Gumiwang mengungkapkan,
hingga saat ini sudah ada 103
kawasan industri yang ber-
operasi, dengan total cakupan
wilayah mencapai 55.000 hek-
tare. Sementara itu, terdapat 15
kawasan industri yang masih

dalam proses konstruksi dan 10
kawasan industri pada tahap
perencanaan.

“Dari 103 kawasan industri
yang sudah operasional, seba-
nyak 58 di antaranya berlokasi
di Pulau Jawa,” tuturnya.

Sisanya, terletak di Pulau
Sumatera (33 kawasan industri),
Kalimantan (8 kawasan in-
dustri), dan Sulawesi (4 kawasan
industri). Sejak tahun 2014, ada
peningkatan hingga 20 kawasan
industri.

Agus menegaskan, dalam
upaya mendorong pemerataan
ekonomi yang inklusif, peme-
rintah telah berusaha melalui
pengembangan kawasan in-
dustri di luar Jawa. Hal ini
sejalan untuk mewujudkan
Indonesia sentris.

Ke depannya, kawasan in-
dustri di Pulau Jawa akan difo-
kuskan pada pengembangan
industri teknologi tinggi, in-
dustri padat karya, dan industri
dengan konsumsi air rendah.
Sedangkan, kawasan industri di
luar Jawa lebih difokuskan pada
industri berbasis sumber daya
alam, peningkatan efesiensi
sistem logistik dan sebagai pen-
dorong pengembangan kawa-
san industri sebagai pusat
ekonomi baru.

“Pengembangan pusat-pusat
ekonomi baru ini perlu ter-
integrasi dengan pengembang-
an perwilayahan termasuk
dalam pembangunan infra-
struktur sehingga dapat mem-
beri efek positif yang maksimal
dalam pengembangan ekonomi
wilayah,” paparnya.

Selama ini, aktivitas indus-
trialisasi memberikan efek
berganda yang luas bagi per-
ekonomian nasional, mulai dari
peningkatan pada nilai tambah
bahan baku dalam negeri,
penyerapan tenaga kerja lokal,
hingga penerimaan devisa dari
eskpor.

Oleh karena itu, dalam Ren-
cana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024, Pemerintah berko-

mitmen untuk melanjutkan
cita-cita Nawacita yang memi-
liki rencana membangun se-
jumlah kawasan industri
prioritas di luar Jawa.

Menperin menyampaikan,
upaya membangun kawasan
industri di luar Jawa sudah
dilakukan sejak periode sebe-
lumnya. “Di dalam RPJMN
2015-2019, pemerintah men-
dorong pembangunan 14
kawasan industri prioritas di
luar Jawa,” tuturnya.

Hal tersebut dilanjutkan
dengan penerbitan Peraturan
Presiden tentang Proyek Stra-
tegis Nasional, hingga kawasan
industri prioritas yang didorong
oleh pemerintah sampai tahun
2019 telah mencapai 24 ka-
wasan industri.

“Diperiode ini, melalui
RPJMN 2020-2024 pemerintah
kembali melanjutkan cita-cita
tersebut dengan mengusulkan
19 kawasan industri prioritas di
luar Jawa,” ungkapnya.

Ke-19 kawasan industri itu,
meliputi (1) Kawasan Industri
Sei Mangkei di Simalungun,
Sumatera Utara; (2) Kawasan
Industri Kuala Tanjung di
Batubara, Sumatera Utara; (3)
Kawasan Industri Galang
Batang di Bintan, Kepulauan
Riau; (4) Kawasan Industri
Bintan Aerospace Industry di
Bintan, Kepulauan Riau; dan (5)
Kawasan Industri Kemingking
di Muaro Jambi, Jambi.

Kemudian, (6) Kawasan In-
dustri Tanjung Enim di Muara
Enim, Sumatera Selatan; (7)
Kawasan Industri Pesawaran di
Pesawaran, Lampung; (8) Ka-
wasan Industri Way Pisang di
Way Pisang, Lampung; (9) Ka-
wasan Industri Sadai di Bangka
Selatan, Bangka Belitung; (10)
Kawasan Industri Ketapang di
Ketapang, Kalimantan Barat;
dan (11) Kawasan Industri
Surya Borneo di Kotawaringin
Barat, Kalimantan Tengah.

Berikutnya, (12) Kawasan
Industri Buluminung di Pena-
jam Paser Utara, Kalimantan

Timur; (13) Kawasan Industri
Tanah Kuning di Bulungan,
Kalimantan Utara; (14)
Kawasan Industri Batulicin di
Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan; (15) Kawasan Industri
Jorong di Tanah Laut, Kali-
mantan Selatan; dan (16)
Kawasan Industri Bangkalan di
Madura, Jawa Timur.

Selanjutnya, (17) Kawasan
Industri Weda Bay di Hal-
mahera Tengah, Maluku Utara;
(18) Kawasan Industri Palu di
Palu, Sulawesi Tengah; dan (19)
Kawasan Industri Bintuni di
Teluk Bintuni, Papua Barat.
“Pengembangan kawasan
industri prioritas tahun 2020-
2024 ini difokuskan pada pe-
ngembangan industri berbasis
agro, minyak dan gas bumi,
logam dan batubara serta
industri teknologi tinggi dan
aerospace,” ujar Menperin.

Menurut Agus, pengusulan
19 Kawasan Industri tersebut
sudah melewati seleksi dengan
menilai berbagai aspek. Dalam
hal ini, Kemenperin telah me-
miliki daftar kawasan industri
yang akan dibangun dari
seluruh wilayah Indonesia,
baik itu yang sedang dalam
tahap perizinan, pembebasan
lahan maupun yang tahap
konstruksi.

“Dari daftar itu, kemudian
kami seleksi dengan melihat
progres dan kendala masing-
masing kawasan dan memberi-
kan penilaian dengan kriteria
teknis kawasan industri prio-
ritas,” jelasnya. Kriteria teknis
tersebut berupa kriteria
administasi yang mencakup
tentang status izin kawasan
industri, kepemilikan lahan, dan
kesesuaian tata ruang.

“Adapun kriteria operasional
yang mencakup jenis pengelola,
kemampuan pembiayaan,
tenant, nilai strategis kawasan
industri yang akan dibangun,
potensi pengembangan daerah,
serta tingkat intervensi peme-
rintah ke depannya,” sebutnya.
(rell/3)

Beragam Kegiatan Korem 045/Gaya dalam Hari Juang TNI AD 2019
Kegiatan ini dihadiri oleh Plh

Kasrem 045/Gaya Letkol Inf
Suhardi mewakili Danrem
Kolonel Inf Dadang Arif
Abdurrahman, Pengurus Persit
KCK Koorcabrem 045 PD II/
Swj, Persit KCK Kodim 0413/
Bangka dan prajurit Korem
045/Gaya.

Plh Kasrem 045/Gaya, Letkol
Inf Suhardi membacakan
amanat Danrem menuturkan
bahwa rangkaian bakti sosial ini
dalam rangka Hari Juang TNI
AD 2019.

"Sebelumnya bukan Hari
Juang TNI AD 2019, melainkan
Hari Juang Kartika. Tetapi,

secara nilai harpiah sama saja
bapak/ibu," ulas Plh Kasrem
kepada awak media, usai
meninjau kegiatan sunatan
massal.

Menurutnya, kegiatan
baksos dilaksanakan di empat
titik lokasi di Kota Pangkal-
pinang, diantaranya sunatan

massal di Rumkitban, Pasar
Murah di SMAN 2, donor
darah di Transmart dan Operasi
Bibir Sumbing di RSUP Babel
di Kecamatan Merawang,
Kabupaten Bangka.

"Kegiatan karya bakti sudah
kita laksanakan. Kebetulan hari
ini kegiatan bakti sosial
(Baksos)," tutur Suhardi.

Sebagai makhluk sosial, ia
menjelaskan bahwa keberadaan
manusia tidak lepas dari
keberadaan manusia lain.

"Bantuan dan dorongan or-
ang lain sangatlah penting bagi
kita untuk menjalani kehidupan

secara normal, guna mencapai
tujuan hidup. Atas dasar itulah,
kegiatan ini kita laksanakan,"
terangnya.

Oleh karena itu dia meng-
harapkan kegiatan tersebut
dapat menumbuhkan rasa
senasib sepenanggungan dan
semangat kebersamaan serta
kekeluargaan diantara sesama
keluarga besar TNI AD.

"Kegiatan baksos ini meru-
pakan perbuatan yang sangat
mulia. Yang kita lakukan saat
ini, mudah-mudahan dapat
meringankan beban masya-
rakat Kota Pangkalpinang dan

sekitarnya," tukas Kasrem.
Sementara itu salah seorang

anak peserta sunatan massal,
Raka Tama Margana Sutomo
sempat merasakan sedikit sakit
ketika disunat dan berkali-kali
menanyakan kepada ayahnya
sudah selesai belum proses
khitanan dirinya.

"Lame ge Pak. Sakit...sakit,
lah selesai lom Pak," celetuk
Siswa kelas 1 SD di Kota
Pangkalpinang ini.

Sekadar diketahui, sunatan
massal yang digelar Korem 045/
Gaya ini diikuti sebanyak 15
anak. (bis/6)

PANGKALPINANG -
Korem 045/Gaya menggelar
Baksos, Pengobatan Gratis,
Pelayanan KB dan Sunatan
Massal dalam rangka Hari Juang
TNI AD 20192019 di Rum-
kitban 02.08.02 atau RS DKT
Pangkalpinang, Selasa (10/12/
2019).
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